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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat
petunjuk-Nya, laporan ini selesai disusun. Pasal 39 Ayat (3) Perbawaslu
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas
Pemlihan Umum menggambarkan bahwa urusan hukum menafasi tugas —
tugas Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu
Kabupaten memiliki peran yang strategis.

Hal ini tertuang dalam Perbawaslu tersebut, seperti Advokasi dan
pendampingan hukum Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,
Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS; Penyusunan analisis dan
kajian hukum; Pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
Pemberian keterangan dalam perselisihan hasil Pemilihan dan Pemilihan
Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
Pendokumentasian data analisis dan kajian hukum, pendampingan dan
advokasi hukum, penyelesaian sengketa proses Pemilihan dan sengketa
Pemilihan dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangi
penanganan pelanggaran, data, dan informasi; Sosialisasi dalam bidang
hukum, penyelesaian sengketa proses Pemilihan, dan sengketa
Pemilihan; Peningkatan kapasitas pengetahuan hukum kePemilihanan
bagi masyarakat dan penyelesaian sengketa proses Pemilihan dan
sengketa Pemilihan dengan berkoodinasi dengan divisi yang membidangi
sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
Pemantauan, supervisi, dan evaluasi dalam bidang hukum dan
penyelesaian sengketa proses Pemilihan dan sengketa Pemilihan; dan
Penyusunan laporan kinerja divisi hukum.

Tugas yang sedemikian berat telah dilaksanakan dengan baik.
Salah satu indikatornya setiap tindakan yang dilakukan mampu meredam
potensi sengketa. Hal ini berkat kerjasama tim yang dibangun di internal
kelembagaan Bawaslu kabupaten Rembang.

Laporan ini merupakan laporan akhir divisi, terkait kinerja divisi
hukum Bawaslu Kabupaten Rembang. Kami sadar bahwa laporan ini
masih jauh dari sempurna, untuk saran dan kritik membangun sangat kami
nantikan.

Rembang, 17 Februari 2025
KETUA

TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) Serentak 2024 merupakan momen penting dalam rangkaian
demokrasi di Indonesia, di mana masyarakat memiliki kesempatan untuk
memilih pemimpin yang akan memimpin daerahnya. Penyelenggaraan
Pemilu dan Pilkada yang bersih, adil, dan transparan menjadi tanggung
jawab bersama semua pihak, termasuk Bawaslu sebagai garda terdepan

dalam pengawasan pemilu.

Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten berperan vital dalam
memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku, menegakkan prinsip keadilan, serta melindungi hak-hak pemilih
dan peserta pemilu. Dalam konteks Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak
2024, divisi hukum memiliki peran penting dalam menangani berbagai isu
hukum yang muncul, termasuk sengketa, pelanggaran, dan pelaksanaan

aturan kampanye.

Sesuai dengan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang pola
hubungan kerja pengawas pemilihan umum, divisi hukum Bawaslu
memiliki tugas sebagai berikut:

1. Memberikan advokasi dan pendampingan hukum;

2. Turut serta menyusun analisis dan kajian hukum di setiap tahapan dan
non tahapan Pemilu dan Pemilihan;

Melakukan pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
Melaksanakan pendampingan sengketa proses Pemilu dan sengketa
Pemilihan Bawaslu Kabupaten/Kota;

5. Pemberian keterangan dalam perselisihan hasil Pemilu dan Pemilihan;
Pengadministrasian dan pengelohan basis data peraturan perundang-
undangan, analisis, dan kajian hukum, pendampingan dan advokasi
hukum, penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan
dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangan penanganan

pelanggaran, data, dan informasi;

Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif
mengenai aktivitas, tantangan, dan pencapaian Divisi Hukum Bawaslu
Kabupaten Rembang selama pelaksanaan Pemilu 2024 dan Pilkada
Serentak 2024. Melalui laporan ini, diharapkan akan teridentifikasi langkah-

langkah strategis yang perlu diambil untuk meningkatkan efektivitas
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pengawasan dan penegakan hukum dalam rangka menciptakan Pemilu
yang demokratis dan berkualitas.

Dengan mengacu pada pengalaman sebelumnya serta belajar dari
dinamika yang terjadi selama proses pemilu, Divisi Hukum Bawaslu
Kabupaten Rembang berkomitmen untuk memberikan kontribusi terbaik
dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024, demi
terwujudnya kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi di Indonesia.

B. TUJUAN LAPORAN
Penyusunan dan penulisan Laporan Kinerja Divisi Hukum Pada

Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 bertujuan

untuk:

a. Pertangggungjawaban kegiatan kelembagaan Divisi Hukum pada
masa tahapan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024,

b. Penyampaian hasil Kinerja Bawaslu Kabupaten Rembang pada
Laporan Kinerja Divisi Hukum Pada Pemilu dan Pilkada Tahun 2024;

c. Laporan Kinerja Divisi Hukum Pada Pemilu dan Pilkada Tahun 2024
ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi untuk
pimpinan Bawaslu Kabupaten Rembang dan jajaran Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Rembang;

d. Sebagaijejak dan riwayat seluruh tugas, wewenang, dan kewajiban
yang telah dilaksanakan sepanjang tahapan Pemilu dan Pilkada Tahun
2024,

e. Sebagai bahan evaluasi dan perbaikan, khususnya berkaitan dengan
penyelenggaraan dan pengawasan Pemilihan selanjutnya;

f. Sebagai upaya merefleksikan proses perjalanan melaksanakan tugas
dan wewenang pada Pemilu dan Pilkada Tahun 2024,

g. Sebagai ikhtiar untuk “menyelamatkan” seluruh jejak langkah dan
sejarah yang pernah diukir jajaran Pengawas dalam Pemilu dan
Pilkada serentak Tahun 2024.

C.DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum dalam melaksanakan kinerja Divisi Hukum pada
Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di wilayah Kabupaten
Rembang adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-
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Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi
Undang-Undang;

. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,
Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun
2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan
Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan;

. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022
tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023
tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024
tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali
Kota,;

. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024
Tentang Pengawasan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang
Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati
Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan
Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
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D. SISTEMATIKA LAPORAN

BAB | PENDAHULUAN
1. Gambaran Umum
2. Tujuan Laporan
3. Dasar Hukum
4. Sistematika Laporan

BAB II: PERAN DAN KIPRAH DIVISI HUKUM
A. Peningkatan Kapasitas
B. Fasilitasi dan Konsultasi Kajian Hukum
C. Sosialisasi Produk Hukum
D. Fasilitasi Advokasi dan Bantuan Hukum
E. Pemberian Keterangan PHP

BAB IIl: PENUTUP
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BAB I
PERAN DAN KIPRAH DIVISI HUKUM

A.Peningkatan Kapasitas
1. Pemilihan Umum Tahun 2024
a. Pada Kamis, 23 Oktober 2023 Bawaslu Kabupaten Rembang
melaksanakan kegiatan Rapat Pengelolaan Layanan Hukum di
Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
Bertempat di ruang audio visual Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Rembang. Menghadirkan narasumber dari Kejaksaan
Negeri Rembang. Adapun peserta dalam kegiatan tersebut adalah
Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Rembang. Kegiatan ini
dilakukan untuk meningkatkan kapasitas SDM Panwaslu
Kecamatan dalam pengelolaan layanan hukum Diharapkan
Panwaslu Kecamatan beserta jajarannya dapat memahami dan

mengelola layanan hukum sesuai dengan regulasi.

Nama Tempat Narasumber Peserta

Kegiatan
Rapat Ruang audio | Kepala Ketua dan
Pengelolaan visual Dinas | Kejaksaan anggota
Layanan Kebudayaan Negeri Panwascam
Hukum dalam | dan Pariwisata | Rembang divisi HPPH se
Pemilihan Kabupaten Kabupaten
Umum Tahun | Rembang Rembang
2024

Gambar 1. Rapat pengelolaan layanan hukum dalam Pemilu Tahun 2024

b. Pada Senin, 6 November 2023 Bawaslu Kabupaten Rembang

melaksanakan kegiatan Rapat Pengelolaan Layanan Hukum di
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Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
Bertempat di ruang audio visual Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Rembang. Adapun peserta dalam kegiatan tersebut
adalah Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Rembang. Kegiatan ini
dilakukan untuk meningkatkan kapasitas SDM Panwaslu
Kecamatan dalam pengelolaan layanan hukum Sehingga
diharapkan Panwaslu Kecamatan dapat memahami regulasi dengan
baik.

Nama Tempat Narasumber Peserta

Kegiatan
Rapat Ruang audio | Anggota Ketua dan
Pengelolaan visual Dinas | Bawaslu anggota
Layanan Kebudayaan Kabupaten Panwascam
Hukum dalam | dan Pariwisata | Rembang divisi HPPH se
Pemilihan Kabupaten Kabupaten
Umum Tahun | Rembang Rembang
2024

Gambar 2. Rapat pengelolaan layanan hukum dalam Pemilu Tahun 2024

c. Pada 10 Februari 2024 Bawaslu Kabupaten Rembang
melaksanakan kegiatan Rapat Pengelolaan Layanan Hukum dalam
Pemilihan Umum Tahun 2024. Bertempat ruang audio visual Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang. Adapun peserta
dalam kegiatan tersebut adalah Panwaslu Kecamatan di Kabupaten
Rembang. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas
SDM Panwaslu Kecamatan dalam pengelolaan layanan hukum
Sehingga diharapkan Panwaslu Kecamatan dapat memahami

regulasi dengan baik.
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Nama Tempat Narasumber Peserta

Kegiatan
Rapat Ruang audio | Anggota Ketua dan
Pengelolaan visual Dinas | Bawaslu anggota
Layanan Kebudayaan Kabupaten Panwascam
Hukum dalam | dan Pariwisata | Rembang divisi HPPH se
Pemilihan Kabupaten Kabupaten
Umum Tahun | Rembang Rembang
2024

Gambar 3. Rapat pengelolaan layanan hukum dalam Pemilu Tahun 2024

2. Pemilihan Kepala daerah Serentak Tahun 2024

Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, Bawaslu
Kabupaten Rembang mengadakan rapat internal pengelolaan layanan
hukum. Peserta rapat tersebut adalah seluruh anggota dan staf
sekretariat Bawaslu Kabupaten Rembang.

Rapat tersebut dilaksanakan pada tanggal 4 September 2024 di
Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang. Sedangkan materi yang
dibahas adalah Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2024 tentang
Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Sedangkan tujuan dari rapat ini adalah peningkatan pemahaman
jajaran  Bawaslu Kabupaten Rembang terkait produk hukum

perbawaslu.
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Gambar 4. Rabat pengelolaan layanan hukum dalam Pemilihan Tahun 2024

B. Fasilitasi dan Konsultasi Kajian Hukum
1. Pemilihan Umum Tahun 2024

Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten
Rembang telah melakukan kegiatan fasilitasi dan konsultasi kajian

hukum. Diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Pada 23 November 2023 Bawaslu Kabupaten Rembang
melaksanakan kegiatan Rapat Identifikasi Permasalahan
Perbawaslu/Produk Hukum non Perbawaslu dalam Pemilihan
Umum Tahun 2024. Bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten
Rembang. Adapun peserta dalam kegiatan tersebut adalah
Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Rembang. Dengan
narasumber Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian (HPS)
Bawaslu Kabupaten Rembang, M. Khasanuddin. Kegiatan ini
dilakukan untuk untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi
permasalahan terkait produk hukum yang digunakan dalam
pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, baik peraturan Bawaslu

(Perbawaslu) maupun peraturan lainnya..

Nama Kegiatan Tempat Narasumber Peserta
Rapat identifikasi | Kantor M. Khasanuddin | Ketua dan
permasalahan Bawaslu (Anggota anggota
Perbawaslu/produk | Kabupaten | Bawaslu Panwascam
hukum non | Rembang | Kabupaten divisi HPPH
Perbawaslu dalam Rembang) se Kabupaten
Pemilihan Umum Rembang
Tahun 2024
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Gambar 5. Rapat identifikasi permasalahan perbawaslu/produk hukum

non perbawaslu dalam Pemilu Tahun 2024

b. Pada hari selasa, tanggal 28 November 2023 Bawaslu
Kabupaten Rembang mengadakan kegiatan Rapat Penyusunan
Kajian Hukum Perbawaslu/Produk Hukum Non Perbawaslu
dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Bertempat di Kantor
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rembang. Dengan narasumber
Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Dr.
Sri Wahyu Ananingsih, S.H., M.Hum. Adapun peserta dalam
kegiatan tersebut adalah Panwaslu Kecamatan di Kabupaten
Rembang. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi
permasalahan terkait produk hukum yang digunakan dalam
pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, baik peraturan Bawaslu
(Perbawaslu) maupun peraturan lainnya yang diharapkan peserta
mampu untuk menyusun kajian hukum perbawaslu maupun non

perbawaslu dalam Pemilihan Tahun 2024.

Nama Kegiatan Tempat Narasumber Peserta
Rapat Penyusunan | Kantor Dr. Sri Wahyu | Ketua dan
Kajian Hukum | Bawaslu Ananingsih, anggota

Perbawaslu/Produk | Kabupaten S.H., M.Hum. | Panwascam

Hukum Non | Rembang divisi HPPH
Perbawaslu dalam se Kabupaten
Pemilihan  Umum Rembang
Tahun 2024
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Gambar 6. Dr. Sri Wahyu Ananingsih, S.H., M.Hum. memberikan materi
dalam kegiatan Rapat Penyusunan Kajian Hukum Perbawaslu/Produk Hukum

Non Perbawaslu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

c. Pada hari Jumat, tanggal 9 Februari 2024 Bawaslu Kabupaten
Rembang mengadakan kegiatan Rapat Penyusunan Kajian
Hukum Perbawaslu/Produk Hukum Non Perbawaslu dalam
Pemilihan Umum Tahun 2024. Bertempat di Kantor Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Rembang. Dengan narasumber yang
mempunyai kompetensi dibidangnya yaitu seorang akademisi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dan juga
peneliti di Jaladara Institute, Galang Taufani, S.H., M.H. Adapun
peserta dalam kegiatan tersebut adalah Panwaslu Kecamatan di
Kabupaten @ Rembang. Kegiatan ini  bertujuan  untuk
mengidentifikasi dan mengkaji permasalahan — permasalahan
hukum terkait produk hukum yang digunakan dalam pelaksanaan
Pemilihan Umum 2024, baik peraturan Bawaslu (Perbawaslu)
maupun peraturan lainnya yang diharapkan peserta mampu
untuk menyusun kajian hukum perbawaslu maupun non

perbawaslu dalam Pemilihan Tahun 2024.

Nama Kegiatan Tempat Narasumber Peserta
Rapat Penyusunan | Kantor Galang Taufani, | Ketua  dan
Kajian Hukum | Bawaslu S.H., M.H. | anggota
Perbawaslu/Produk | Kabupaten | (akademisi Panwascam
Hukum Non | Rembang Fakultas Hukum | divisi HPPH
Perbawaslu dalam Universitas se
Pemilihan  Umum Muhammadiyah | Kabupaten
Tahun 2024 Surakarta dan | Rembang

juga peneliti di
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Jaladara

Institute)

Gambar 7. Galang Taufani, S.H., M.H. memberikan materi dalam kegiatan
Rapat Penyusunan Kajian Hukum Perbawaslu/Produk Hukum Non
Perbawaslu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

d. Pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Kabupaten
Rembang mengadakan kegiatan Rapat Identifikasi
Permasalahan Perbawaslu dan Produk Hukum Non Perbawaslu
dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Bertempat di Kantor
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rembang. Dengan narasumber
dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rembang yaitu
Anggota KPU Kabupaten Rembang Divisi Hukum, Bapak Moh.
Zaenal Arifin. Adapun peserta dalam kegiatan tersebut adalah
internal Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rembang. Kegiatan ini
bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan — permasalahan
yang menyangkut regulasi - regulasi hukum yang digunakan
dalam pelaksanaan Pemilihan 2024, baik peraturan Bawaslu
(Perbawaslu) maupun non Perbawaslu yang diharapkan peserta
mampu untuk memahami dan menganalisis produk — produk

hukum dalam Pemilihan Tahun 2024.

Nama Kegiatan Tempat Narasumber Peserta
Rapat Kantor Moh.  Zaenal | Ketua dan
Identifikasi Bawaslu Arifin, M.Pd. | anggota
Permasalahan | Kabupaten (Komisioner Panwascam
Perbawaslu dan | Rembang KPU divisi HPPH se
Produk Hukum Kabupaten Kabupaten
Non Rembang) Rembang
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Perbawaslu
dalam

Pemilihan
Umum  Tahun
2024

Gambar 8. Moh. Zaenal Arifin, M.Pd. memberikan materi dalam kegiatan
Identifikasi Permasalahan Perbawaslu dan Produk Hukum Non Perbawaslu

dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

e. Pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 Bawaslu Kabupaten
Rembang mengadakan kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan
Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dalam
Pemilihan Umum Tahun 2024. Bertempat di kantor Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Rembang Dengan narasumber Anggota
Bawaslu Kabupaten Rembang Divisi Hukum dan Penyelesaian
sengketa. Adapun peserta dalam kegiatan tersebut adalah Ketua
dan Anggota Panwascam divisi HPPH se Kabupaten Rembang.
Kegiatan ini bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam
terkait pokok permohonan gugatan PHPU sehingga lebih siap
dalam menghadapi persidangan di MK. Selain itu kegiatan ini
juga dapat meningkatkan kapasitas Panwascam terutama terkait
mekanisme pemberian keterangan PHPU di MK.

Nama Tempat Narasumber Peserta
Kegiatan
Rapat Kantor M. Ketua dan
Koordinasi Bawaslu Khasanuddin anggota
Persiapan Kabupaten (Anggota Panwascam
Sidang Rembang Bawaslu divisi HPPH se
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Perselisihan Kabupaten Kabupaten
Hasil Pemilihan Rembang) Rembang
Umum (PHPU)
dalam
Pemilihan
Umum Tahun
2024

Gambar 9. Rapat koordinasi persiapan pemberian keterangan PHPU

2. Pemilihan Kepala daerah Serentak Tahun 2024
Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, Bawaslu

Kabupaten Rembang telah melakukan kegiatan fasilitasi dan

konsultasi kajian hukum. Diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Fasilitasi dan konsultasi kajian hukum kepada panwascam
Bawaslu Kabupaten Rembang telah melakukan monitoring ke
kantor panwaslu Kecamatan Sluke dalam rangka fasilitasi dan
konsultasi terkait peraturan penanganan pelanggaran kampanye
pemilihan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 30 September
2024. Panwaslu Kecamatan Sluke melakukan konsultasi terkait

adanya dugaan pelanggaran kampanye di wilayahnya.

Gambar 10. Fasilitasi dan konsultasi kajian hukum kepada panwascam
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b. Fasilitasi kajian hukum terkait jadwal kampanye

Bawaslu Kabupaten Rembang telah melakukan penyusunan

kajian hukum terkait permasalahan benturan jadwal kampanye

antara paslon 01 dengan paslon 02. Kegiatan dimotori oleh

Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Rembang sebagai

support system kepada Divisi Penanganan Pelanggaran yang

bertanggungjawab pada pengawasan kampanye.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2024

bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang. Rapat ini

menghasilkan kajian sebagai berikut:

1) Benturan jadwal kampanye antara paslon 01 dan 02
berpotensi menimbulkan sengketa dan pelanggaran
kampanye, sehingga perlu segera disikapi agar tidak
mengganggu kondusivitas pelaksanaan Pilkada Serentak
Tahun 2024;

2) Bawaslu Kabupaten Rembang perlu mengimbau kepada
KPU Kabupaten Rembang agar tetap berpedoman pada
PKPU Nomor 13 Tahun 2024 dalam pelaksanaan kampanye
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024.
KPU Kabupaten Rembang memiliki wewenang untuk
menyusun jadwal kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Rembang Tahun 2024 sesuai pasal 4 ayat (4) dan (5)
PKPU Nomor 13 Tahun 2024;

3) Bawaslu Kabupaten Rembang perlu mengimbau kepada
peserta Pemilihan agar wajib mematuhi peraturan yang
berlaku. Sesuai pasal 40 ayat (3) bahwa peserta pemilihan

yang akan melaksanakan kampanye rapat umum wajib

koordinasi dengan KPU Kabupaten Rembang.

Gambar 11. Rapat Penyusunan kajian hukum
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C. Sosialisasi Produk Hukum
1. Pemilihan Umum Tahun 2024

Pada 23 September 2023 Bawaslu Kabupaten Rembang
mengadakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Bawaslu dan Produk
Hukum Non Perbawaslu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
Bertempat di Fave Hotel Rembang. Dengan narasumber Ketua
Pengadilan Negeri Kabupaten Rembang dan akademisi yang
berkompeten dibidang hukum yaitu Dosen Universitas Sultan Agung
Semarang, Dr. Umar Ma’ruf, S.H. S.pN. M.Hum. Adapun peserta
dalam kegiatan tersebut adalah Panwaslu Kecamatan (Panwascam)
dan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten
Rembang.

Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan produk — produk
hukum utamanya yang menyangkut regulasi Pemilihan Umum Tahun
2024. Baik Peraturan Bawaslu maupun Peraturan Hukum lainnya.
Selain itu juga untuk menyelaraskan pemahaman antara panwascam
dan PPK di Kabupaten Rembang terkait produk hukum Pemilihan
Umum Tahun 2024 agar Pemilihan Umum berjalan dengan aman,

lancar, dan sukses tanpa ada kendala dan hambatan.

Nama Tempat Narasumber Peserta
Kegiatan

Sosialisasi Fave Hotel | Dr. Umar | Panwaslu
Peraturan Rembang Ma’ruf, S.H. | Kecamatan
Bawaslu dan S.pN. M.Hum. (Panwascam)
Produk Hukum dan Ketua
Non Panitia
Perbawaslu Pemilihan
dalam Kecamatan
Pemilihan (PPK) Se-
Umum Tahun Kabupaten
2024 Rembang
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Gambar 12. Sosialisasi Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Perbawaslu
dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

. Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024

Pada 18 September 2024 Bawaslu Kabupaten Rembang
mengadakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Bawaslu dan Produk
Hukum Non Perbawaslu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
Bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang Dengan
narasumber Moh. Zaenal Arifin, M.Pd. Adapun peserta dalam
kegiatan tersebut adalah Ketua dan Anggota Panwascam Divisi
HPPH Se-Kabupaten Rembang.

Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan produk — produk
hukum utamanya yang menyangkut regulasi Pemilihan Umum Tahun

2024. Baik Peraturan Bawaslu maupun Peraturan Hukum lainnya.

Nama Tempat Narasumber Peserta
Kegiatan
Sosialisasi Kantor Moh. Zaenal | Ketua dan
Peraturan Bawaslu Arifin, M.Pd. Anggota
Bawaslu dan | Kabupaten Panwascam
Produk Hukum | Rembang Divisi HPPH
Non Se-Kabupaten
Perbawaslu Rembang
dalam
Pemilihan
Umum Tahun
2024
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3. Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH)

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan
suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-
undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib,
terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian
pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat. Untuk
itu Bawaslu berkomitmen untuk memberikan informasi Hukum yang
mudah, cepat dan akurat untuk siapapun terkait Bawasl|u.

JDIH hadir dengan memberikan kemudahan untuk mengakses
aturan yang memang sifatnya terbuka dan wajib diketahui oleh setiap
orang yang sering kita kenal dengan asas Fiksi Hukum. Sistem
aplikasi JDIH dalam lingkup Bawaslu merupakan langkah kongkrit
dalam menata dokumentasi hukum yang sistematis untuk
mempermudah dan mempercepat akses informasi dan ketersediaan
dokumen hukum dalam Bawaslu. Hal itu agar JDIH dapat diakses
dan menjadi sumber referensi publik dalam menjaga profesionalisme
dan integritas lembaga.

Aplikasi sistem JDIH ini merupakan keseragaman sistem secara
nasional agar dapat bekerja secara disiplin dan tertib untuk
memperkuat eksistensi Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki
kontribusi besar dalam membangun demokrasi di Indonesia. JDIH
untuk setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur akan
dioperasikan oleh satu orang Staff HPPS untuk menjadi operator.
Tugas operator dalam hal ini adalah untuk menginput setiap produk
hukum yang dihasilkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.

Produk hukum yang di masksud adalah SK, SE, Surat Instruksi,
MOU, Perjanjian Kerja Sama serta akan di upload Putusan-putusan.
Konsep pengembangan JDIH ini yaitu hanya memiliki satu Web
Master Utama (Front End) yang mengintegrasikan seluruh dokumen
hukum Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
sebagai (Back-End) pusat JDIH Bawaslu. JDIH Bawqaslu memilki
user sistem yang secara hirarki yaitu Super user, Admin Pusat,
Operator Pusat, Verifikator, Operator Provinsi, Verifikator Provinsi
dan Operator Kabupaten/Kota. Setiap produk hukum yang di upload
oleh Bawaslu Kabupaten/Kota akan di verifikator oleh Bawaslu
Provinsi.

Bawaslu Kabupaten Rembang telah mengunggah seluruh
dokumen hukum yang terpublikasi pada halaman JDIH Bawaslu,

dengan dicocokan dengan kesesuaian penginputan dokumen hukum
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tersebut meliputi kesesuaian Back End dan tampilan di Front End

JDIH Bawaslu sebagaimana berikut:

Gambar 13. Tampilan JDIH Bawaslu Kabupaten Rembang

D. Fasilitasi Advokasi dan Bantuan Hukum

Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, Bawaslu
Kabupaten Rembang membuka fasilitasi layanan hukum di Kantor
Bawaslu Kabupaten Rembang. Program ini bertujuan untuk membuka
layanan hukum bagi peserta pemilihan, jajaran adhoc maupun

masyarakat yang ingin konsultasi hukum terkait Pemilihan.

.0

~aBAWASLU R.s. ’\-., |
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Gambar 14. Sudut layanan hukum Bawaslu Kabupaten Rembang

E. Pemberian Keterangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)
dan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)
1. Pemberian Keterangan PHPU Tahun 2024
Pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, Badan Pengawas
Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Rembang memainkan peran
penting dalam mengawasi jalannya proses demokrasi. Salah satu
peran krusial yang dijalankan adalah memberikan keterangan dalam

sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan
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oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait hasil pemilihan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Rembang untuk Daerah Pemilihan (Dapil) 2.

PPP mengajukan permohonan PHPU dengan nomor perkara
44-01-13-13/PHPU.DPR-DPRD-XXI1/2024, yang mencakup dua
fokus utama. Pertama, perselisihan hasil pemilihan anggota DPR RI
Dapil Jawa Tengah Ill. Kedua, perselisihan hasil pemilihan anggota
DPRD Kabupaten Rembang Dapil 2.

Sebagai pemberi keterangan dalam persidangan, Bawaslu
Kabupaten Rembang segera mempersiapkan diri untuk menyusun
keterangan berdasarkan tugas-tugas pengawasan Yyang telah
dilakukan. Proses penyusunan keterangan dilaksanakan oleh tim
fasilitasi penyusunan keterangan PHPU yang beranggotakan
komisioner Bawaslu Kabupaten Rembang dan staf sekretariat.
Proses penyusunan keterangan ini dipandu oleh Koordinator divisi
hukum Bawaslu Kabupaten Rembang, dengan proses ebagai berikut:
a. Koordinasi dengan jajaran adhoc

Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan koordinasi dengan
jajaran  adhoc yaitu Panwaslu Kecamatan, Panwaslu
Desa/Kelurahan, dan Pengawas TPS yang menjadi locus
permohonan. Koordinasi dengan jajaran adhoc bertujuan untuk
menggali keterangan lebih detail terkait peristiwva yang terjadi
pada masing-masing wilayah dan mengumpulkan alat bukti. Alat
bukti yang dikumpulkan berupa dokumen-dokumen terkait pokok
permohonan seperti laporan hasil pengawasan, formulir
pencegahan, C hasil Salinan, penanganan pelanggaran,
penyelesaian sengketa, dokumentasi foto dan video, serta
dokumen pendukung lainnya.

Gambar 15. Anggota Bawaslu Rembang koordinasi dengan jajaran Adhoc
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b. Penyusunan keterangan

Proses penyusunan keterangan dilaksanakan oleh tim fasilitasi
penyusunan keterangan PHPU Bawaslu Kabupaten Rembang
serta dibimbing oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Proses
penyusunan keterangan berlangsung cukup lama karena
memerlukan kecermatan dan ketelitian. Penyampaian alat bukti
harus disesuaikan dengan dalil permohonan.

Setelah penyusunan keterangan selesai, Bawaslu Kabupaten
Rembang didampingi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mengikuti
rapat penyusunan keterangan PHPU di Hotel Millenium Jakarta.
Kegiatan yang diagendakan Bawaslu RI ini mengundang
Bawaslu  Kabupaten/Kota  se-Indonesia yang terdapat
permohonan PHPU. Pada kegiatan ini, keterangan yang sudah
disusun dilakukan review oleh tenaga ahli bidang hukum Bawaslu

Rl yang meneliti setiap kalimat dalam keterangan serta

mencocokkan daftar alat bukti dengan keterangan.

Gambar 16. Review keterangan oleh Tenaga Ahli Bawaslu RI

c. Penyerahan alat bukti ke MK
Bawaslu Rembang menyerahkan alat bukti yang sudah di leges
ke MK bersama Kabupaten/Kota lain se Jawa Tengah yang
terdapat gugatan PHPU. Alat bukti yang dikumpulkan berupa
dokumen-dokumen hardfile dan dokumentasi berupa video dan

foto yang sudah dimasukkan ke dalam flashdisk.
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Gambar 17. Penyerahan alat bukti ke Mahkamah Konstitusi (MK)
d. Proses persidangan
Bawaslu Rembang yang diwakili oleh M. Khasanuddin selaku
Koordinator Divisi Hukum selalu mengikuti proses persidangan
secara langsung maupun daring. Proses persidangan mulai dari
sidang pendahuluan hingga sidang putusan. Saat menyampaikan
keterangan di MK, Bawaslu Rembang didampingi Bawaslu RI

dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 18. Anggota Bawaslu Rembang menyampaikan keterangannya dalam sidang

pembuktian di MK

Dalam proses persidangan, Mahkamah Konstitusi (MK)
memutuskan untuk tidak menerima permohonan PPP terkait DPR
RI Dapil Jawa Tengah Ill karena dianggap tidak memenuhi syarat
formil. Namun, untuk permohonan yang berkaitan dengan DPRD
Kabupaten Rembang Dapil 2, MK melanjutkan ke tahap
pemeriksaan pembuktian.
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Sebagai bagian dari proses tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa
Tengah, bersama dengan Bawaslu Kabupaten/Kota terkait,
termasuk Bawaslu Kabupaten @ Rembang, memberikan
keterangan dalam sidang pembuktian PHPU Pileg 2024 di MK
pada 29 Mei 2024. Kehadiran Bawaslu dalam sidang ini bertujuan
untuk menyampaikan hasil pengawasan dan temuan terkait
proses pemilu di wilayah masing-masing, yang menjadi bahan
pertimbangan dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu.

Peran Bawaslu sebagai pemberi keterangan dalam sidang PHPU
menunjukkan komitmen lembaga dalam memastikan transparansi
dan akuntabilitas proses pemilu. Dengan memberikan informasi
dan data hasil pengawasan, Bawaslu membantu MK dalam
menilai dan memutus perkara sengketa hasil pemilu secara
objektif dan berdasarkan fakta yang ada.

Secara keseluruhan, keterlibatan Bawaslu Kabupaten Rembang
dalam proses PHPU Pemilu 2024 mencerminkan peran strategis
pengawas pemilu dalam menjaga integritas dan keadilan proses
demokrasi di tingkat lokal. Melalui pengawasan yang ketat dan
partisipasi aktif dalam penyelesaian sengketa, Bawaslu
berkontribusi signifikan dalam mewujudkan pemilu yang jujur,

adil, dan demokratis.

2. Pemberian Keterangan PHP Tahun 2024

Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) adalah perselisihan
antara KPU dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan
suara hasil Pemilihan. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan
dalam Sengketa (Perselisihan) Hasil Pemilihan, Putusan MK bersifat
final, yakni putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap
sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.
Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-
Undang mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and
binding).

Berdasarkan hasil pengawasan, Pilkada serentak 2024 di
Kabupaten Rembang tidak terdapat pengajuan PHP ke Mahkamah
Konstitusi. Akan tetapi Bawaslu Rembang telah melakukan upaya
persiapan apabila terdapat gugatan PHP ke Mahkamah Konstitusi.
Persiapan tersebut diantaranya rapat koordinasi dengan jajaran

adhoc.
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Pada rapat koordinasi tersebut, Bawaslu Rembang
menyampaikan kepada Panwasacam untuk mengumpulkan dokumen
hasil pengawasan dalam bentuk softfile dan hardfile. Rapat tersebut
turut dihadiri oleh Komisioner KPU Kabupaten Rembang Divisi

Hukum yaitu Moh. Zaenal Arifin, M.Pd.
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Gambar 19.Rapat koordinasi persiapan menghadapi perselisihan hasil pemilihan
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A. Kesimpulan

Kehadiran pemilu yang demokratis, berintegritas dan bermartabat
adalah suatu yang mutlak dan tak terelakkan bagi negara hukum
demokratis. Bagaimanapun, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di
tangan rakyat serta wujud paling konkrit dari partisipasi rakyat dalam
penyelenggaraan negara.

Bila penyelenggaraan Pilkada berlangsung jujur dan adil, maka
demokrasi di suatu negara telah dipandang baik. Penyelenggaraan
Pilkada yang baik ini tentu akan menjadi kondisi awal menuju tatanan
negara yang adil, makmur sekaligus beradab. Itulah sebabnya, pemilu
dijadikan parameter untuk menilai demokratis tidaknya suatu negara.
Pada titik ini, eksistensi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum
(Bawaslu) menjadi vital bagi negara hukum demokrasi guna menjamin
proses penyelenggaraan pemilu berjalan dengan baik.

Tidak dipungkiri adanya kekuatan serta kelemahan disadari oleh
Bawaslu Kabupaten Rembang dalam mengahadapi Penyelenggaraan
Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Namun hal tersebut menjadi
acuan Kkhususnya bagi Bawaslu Kabupaten Rembang selama
menghadapi Pilkada agar berjalan sesuai dengan Tugas, Pokok dan
Fungsinya. Berbagai Peraturan baik Undang-Undang Pilkada maupun
Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) telah mengatur
bagaimana jajaran Bawaslu hingga sampai pada jenjang bawah memiliki
pedoman dalam melaksanakan tugas dilapangan.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di
Kabupaten Rembang telah dilaksanakan dengan cukup baik, berbagai
upaya dilakukan dalam melakukan sosialisasi hukum, Kajian Hukum,
tindak lanjut atas putusan serta ketersediaan dan keterbukaan infromasi
yang mudah didapati oleh masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan
arahan yang diberikan baik dari Bawaslu Rl dan Bawaslu Provinsi Jawa
Tengah.

Keberhasilan pelaksanaan tugas bagi Bawaslu Kabupaten
Rembang pada akhirnya sangat ditentukan oleh sejumlah faktor, antara
lain: regulasi, sistem, struktur, kultur, anggaran, personil, sarana

prasarana, hubungan antar lembaga, dan stakeholder pemilihan.
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B. Evaluasi

1. Kapasitas SDM bidang hukum masih kurang terkait pemahaman
terhadap kajian hukum dan advokasi hukum.

2. Dalam rangka keterbukaan publik sudah seharusnya Bawaslu
mengoptimalkan jaringan media yang dimiliki sehingga mudah
diakses Masyarakat.

3. Pengelolaan Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

Bawaslu Rembang masih kurang optimal.

C. Rekomendasi

1. Perlu peningkatan kapasitas keahlian Hukum Bawaslu
Kabupaten/Kota dalam penyusunanan legal opini dan keahlian
hukum spesifik dalam pelaksanaan tugas dan kewenanagan
adjudikatif.

2. Mengoptimalkan JDIH sebagai sarana informasi kepada
Masyarakat terhadap perkembangan putusan hukum yang
dikeluarkan oleh Bawaslu Rembang.

3. Perlu meningkatkan penganggaran untuk memaksimal proses,
penyebaran informasi, Pelatihan atau pembinaan seluruh jajaran

pengawas pemilihan umum.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

SK TIM PENGELOLA JDIH BAWASLU KABUPATEN REMBANG

”

5' BAWASLU

KABUPATEN REMBANG

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 008/MHK 08/ JT- 22082022

TENTANG

TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTAS! DAN INFORMAST HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILINAN UMUM
KABUPATEN REMBANG.

Menimbang a bahwa bDerdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan
Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Janngan
Dokumentas: oan Informasi Husoum Nasionsl,
kermentenaniembaga  barkews|banmembentus  organsas
Janngan dokurmentas: dan mformasi hukum & ingkunganya,

b bahwa dokumentas: dan informasi hukum yang lentsts dan
lerselenggira dengan baik dalam suatu janogan nasionad
menupakan  beglan yang Udak  lepisahkan  daten
penyelenggersan ketatapemerintahan yang balk, bersh dan
Denanggung jawab untuk memenuly turtutan masyaraka! stas
dokumen dan informasi hukum yang dibututian;

C bahwa uniuk mengsiofe dokumentsss dan informas: hukum
yang lengkap akurat, mudah dan capal tersebar di berbagai
nsiansi pemenntah dan institusl lenya. perly. membangun
Wane sama delam sustu @ringan dokumentasi dan informasi
hulum nasional yang terpadu

0 behwa untuk kelancaran ugas pelayanan di bidang nforman
husum tarsebut dipandang perlu mambentik Tim Pengeiola
Anggota Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum pada
Badan Pengawas Pemdihan Umum Kabupaten Rembang.

sebagamana diastur dalam Peraturen Badan Pengawas
Pemithan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi
dan Tata Xenn Sekrotanat Jenderal Badan Pengawas
Pemiihan Umum. Selostarint Badan Pengawas Pemilhan
Umum Provinsi, Sewretarial Badan Pengewass Pemilbhan
Umum Kasbupatenota, dan Selcetanat Panitia Pengawes
Pamiihan Umum Kecamatan,
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[ bahwa berdasahan petimbangan sebagaimans dimaksud
dalam huref o, huref b hundf ¢, huruf d, dan huruf o periu
Menetapkan i pengelola anguota Jaringan dokumentas dan
informasl hukum

Mengnigat 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Persturan Pemerintah Penggantl Undang-Undang Nomor 1
Tahun 20% sentang Pemilhan Gubemur, Bupsti, dan
Walkota Menjadh  Undang-Undang (Lembaran  Negarm
Republlk  Indonesia Tahun 2015 Nomee 23, Tambahan
Lembaran  Negara Republe  Indoresie  Nomor 5858)
sebogumana telsh beberaps kali dubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor € Tahun 2020 tentang Penetapan
Poraturan Pamerintah Panggantl Undang-Undang Nomar 2
Tahun 2020 tertang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang
Nomar 1 Tahun 2018 tentang Penetapan Peraturan
Femerintah Penggant Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
ontang Pemditan Gubermur, Bupstl, dan  Walkots Menjadi
Undang Undang Menjadi Undang. Undang (Lembaran Negara
Repubih Indonesia Tahun 2020 Nomor 183, Tambahan
Lombaran Negara Repubik Inconesia Nomor 6547)

2 Undang-Undeng Nomor 7 Tehun 2017 tentang Pemiihan
Umum (Lombaran Negara Repubi Indonesis Tahun 2017
Nomar 182, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomar 610§),

3 Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan
Dokumentssl dan Informasi  Hukum Nasional (Lembaran
Negara Republ Indonesa Tahun 2012 Nomor 82).

4 Porsturan Presiden Nomor 88 Tahun 2018 sentang
Kodudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata
Korja Seloetariat Jonceral Hadan Pengawas Pemiihan
Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemdihan  Umum
Provns), dan Sekmstanat Badan Pergawas Pemifihan Umum
Katupsten/Kota (Lembaran Negara Repubik indonesia Tahun
2018 Nomox 141)

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilinan Umum Nomor 1 Tahun
2021 tentang Owganisasi dan Taln Kedja Sekretanat Jenderal
Badan Pengawas Pomdihan Umum.  Sekretarst Hadan
Pengawas Pemdihan Umum Provins, Sokretanat Badan
Pongawas Pamdihan Umum Kabupaten/ota, dan Sekretanat
Panitia  Pengawas Pemilhan Umum Kecamatan (Berils
Negars Republih Indonesia Tahun 2021 Nomor 411)

6. Peratiran Menter Hukum dan Hak Asasl Manusie Repubi
Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Standar Pengeloasn
Dokumen dan Informasi Hukum (Berta Negars Republi
Indonesia Tahun 2019 Nomor 852),
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7 Persturan Badan Pengawas Pemithan Umum Nomor 7 Tehun
2020 tertang Jarngan Dokumentssi Dan informasi Mukum
(Barka Negara Repubik iIndonesia Tatwun 2020 Nomor 543)

MEMUTUSKAN

Manatagkan KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIMAN UMUM
KABUPATEN REMBANG TENTANG TIM PENGELOLA
ANGOOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIMAN UMUM KABUPATEN
REMBANG

KESATU Mambentuk Tim Pengetola Anggota Jaringan Dokumentasl dan
Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupatan

c. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Irformasi Mulosm:

o Oigetabsasi Dokumen Hukum dan informass Hukum,

e Verifikasi Dokumen Hukum dan informas Mukum

I Pengunggahan Dokumen Hukum dan informas MHukum ke
dalam situs resme JOIM Bawasiy,

¢ Perympanan Dokumen Hukum dan informasl Mukuen secara
sk don nonfieik;

b Pemutakhiran Dokumen Hukum dan informas: Hukum;

| Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan  Informas
Hukum dan sstem nformas JOIH Bawasiu, dan

} Penysbarunsan Dokumen Hukum dan Informasi Mukum.
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KELIMA Keputusan i mulal bedaku pada tanggal ditetapkan dengan

katantuan epabia Jdikemudian han Sermyata terdapat hekelinuen
dalam penetapan I akan dedakan perbalan  kemball

S00AQINMAND MOS2 Ty A
Deetapkan di Rembang
Pada tanggal 22 Juni 2022
BADAN PENGAWAS PEMILIMAN UMUM
' KABUPATEN REMBANG
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS FEMILIHAN
umMum KABUPATEN REMBANG NOMOR
DO0&/MK 08/ JT-22/06/2022

TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN
DOXUMENTAS! DAN INFORMASI HUXUM BADAN
PENGAWAS  PEMILIHAN  UMUM  KABUPATEN

REMBANG
SUSUNAN TIM PENGELOLA JOIH
BAWASLU KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2022
S— — —
' rmumss MH m Pemtna
2 | Adin Feusi SHI = mu“ Panibing
3 | MD Mustsain, S Pdl. MH m'“f.:&;'“ Pembine
PR Pr— ”ﬁ"""""""I Pembine
5 | M Maftuhin 5T, mlilwll Pembina
}A -
8 Watyu Har Prasetyo, S E ) Penanggungawab
7 | Atfin Bahru Rohmika, S H g""""“i""“ e |
8 Dana Pradipts Fetryant. SH ""“ | ""'"""""'"" Sekretans
9 | Hemawan Prabowo, SH oo m'la"""'l Anggots
10. | Kubuh Febrihandoko, §.H Siaf Peiskeana Bowash |
N [P —_— o—
|12 | M Agus Mustots S H Anggots
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SK TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PHP TAHUN 2024 DI MK

BAWASLU KABUPATEN REMBANG

{ gBAWASLY

KARUPATEN SEMBANG

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN REMBANG

NOomOR - 2040/HK.01.01/K.JT-22/11/2024
TENTANG

TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)

DI MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG,

Menimbang

a Bahwa wuntuk melaksanaxan Keputusan Badan Pengawas

Pemiinan Umum Nomor 20HK 03 0K 11072024 Tentang Pedoman
Tekres Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisiban Hasl
Femiinan D1 Mahkamah Konsfitusi, dan Bawasiu Katwpaten
Rembang menjadi pamber keterangan pada sidang Persedsihan
Hass Pemithan Bupat! dan Waskil Supat! di Mahkamah Konstiusi,
maka dibutuhkan pembentukan Tim Penyusun Kelerangan Tertulls
yang berasal garl intas Divest dan pada Kat
Rembang;

Batwa berdasanan perimbangan sebagamana dimaksud huruf a
periu Keputusan Bawasiu Kabupaten
Rembang tentang Tim Peryusun Keterangan Teriulls dalam
Persefisihan Hasll PemBiban di Mahkamah Konstius! unfuk jenis
pemiihan Bupat dan Wak! Supatl Tahun 2024

Undang-Urdang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemenntah Peagoant Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemiihan Guberrur, Bupati dan Walikota Mergadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Repubik indonesia Tahun
2019 Nomor 23, T, ! o Ropubiix

Nomor 2000) sebagaimana lelah dubah terakhir dengan Undang-

Pematintah Penggantt Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun
2015 F 1 F Pemerintan Penggant! Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 ferdang Pemithan Gubernur, Bupat!,
dan Walkota Merg@adi Undang-Undang Menjack Undang-Undang
{1 d o ir Tahun 2020 Nomor 183,
T L gara F Ir Nomor 6547);

Poralwan FPresiden Nomor 68 Tahun 2010 lentang Xedudukan,
Tugas, Fungs:, Wewenang, Organisas!, dan Tata Kera Sekretanat

Jenderal Badan Per F 1 Umum, Badan
Pengawas Pemlihan Umumn Pravins!, dan Sskretarial Badan
Pengawas Pemilhan Umum K Mota (L gar

Repubilk indonesia Tahun 2010 Nomor $419);

. Peraturan Badan Pengawas Permsiihan Umum Nomor $ Tahun 2021

tentang Organisas dan Tala Kerla Sekretariat Jenderal Badan

F Umum (Berta Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 411)

Tahapan, Keglatan, dan Jadwai Penanganan Perkara Perselisihan
Hasll Pemilhan Umum Gubemur, Bupatl, dan Wallota

. Keputuzan Badan Pengawas Pemilthan Umum fentang TIM
PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN (PHP) DI MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2024
Sebagaimana tercartum dalam lampiran yang mevupakan baglan tidakx
tarpisahikan darl surat keputusan Ink
Keputusan Inl berfaku sejok tanggal diietapkan, dengan ketentuan

sebagaimana mestinya

o hart akan diadakan perbaikan

Oistapkan &l - Rembiang

Pada Tanggal © 01 Navember 2024

ML, C. Med
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Lampiran Sumat Keputusan Ketua Sawasiu
Kabupaten Rembang

Nomor  © 204001 O1IT- 227112024
Tanggat - 01 Navember 2024

TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)
Di MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2024

NO NAMA I JABATAN I e
1 Pengarah
1 | Totok Suparyanto ;::::f:aww" Kabupalen. | pengaran (Koortiatar)
- Anggota Bawashu
2 | M. Khasanuddin Katxpaien Rembang Pengaran
p Anggota Bawashu
3 | M.D. Muttagen Kabupaten Rempang Pengarah
4 | Muhammad Bayanul Lail :me?:::m Fengaran
Anggota Bawashku
% | Nibrosu Rohid Kabupaien Rembang Pengarah
n Penanggung Jawab
s Anggota Bawasiu Penanggung Jawab (Ex-
M. Khasanuddin Xabupalen Remoang Officio)
| Sexretarts
Koordnator Sekretarat
1+ | Ratna Widiyanti Sawasiu Kabupaten Sekmtaris
Rembang
w | Ketua
2 Bendahara Pengeluaran
t | Purnomo Pembanty Ketua
Vi | Anggota
1 | Ans Supriyanto Staf Pelaksana Teknis Anggola
2 | m Fachrudin Staf Pelaksana Teknis Anggota
3 | M. Agus Musthofa Staf Pelaksana Teknis Anggoata
4 | Kukuh Febdhandoko Staf Pelaksana Teknis Angoota
s | Arfiyan Nugroho Staf Pelaksana Teknis Anggata
NO NAMA JABATAN KEDUDUKAN DALAM
T
s | M Jamaludin Staf Pelaksana Teknis Angoota
7 | Ghea Ajrina Fadia Staf Pelaksana Teknis Anggola
& | Dewn Astuti Staf Pelaksana Teknis Anggota

Ditetapian ol Rambang

Pada Tanggal - 01 Navember 2024
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SALINAN KETERANGAN PHPU 2024 BAWASLU KABUPATEN
REMBANG

¥ BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG

Jakarta, ... 2024
Hal : Keterangan Bawaslu terhadap Perkara Nomor 146-01-13-13/AP3-
DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 yang dimohonkan oleh Partai Persatuan
Pembangunan.
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama . Totok Suparyanto, S. E., M. H.
Pekerjaan/Jabatan: Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten
Rembang
Alamat Kantor : JI. Gatot Subroto No. 7 Kutoharjo, Rembang, Jawa
Tengah
Nomor telepon : (0295) 691069
Email : panwaskabrembang22@gmail.com
2. Nama . M. Khasanuddin, S.Pd.
Pekerjaan/Jabatan: Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten
Rembang
Alamat Kantor : JI. Gatot Subroto No. 7 Kutoharjo, Rembang, Jawa
Tengah
Nomor telepon : (0295) 691069
Email . panwaskabrembang22@gmail.com
3. Nama : M. Dhofarul Muttaqgiin, S.Pd.l., M.H.
Pekerjaan/Jabatan: Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten
Rembang
Alamat Kantor : JI. Gatot Subroto No. 7 Kutoharjo, Rembang, Jawa
Tengah
Nomor telepon : (0295) 691069
Email . panwaskabrembang22@gmail.com
4. Nama : Nibrosu Rohid, S.I.Kom., M.I.Kom.
Pekerjaan/Jabatan: Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten
Rembang
Alamat Kantor : JI. Gatot Subroto No. 7 Kutoharjo, Rembang, Jawa
Tengah
Nomor telepon : (0295) 691069
Email : panwaskabrembang22@gmail.com
5. Nama : M. Bayanul Lail, S.Pd.l.
Pekerjaan/Jabatan: Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten
Rembang
Alamat Kantor : JI. Gatot Subroto No. 7 Kutoharjo, Rembang, Jawa
Tengah
Nomor telepon : (0295) 691069
Email : panwaskabrembang22@gmail.com
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bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum
(Bawaslu), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor....

Dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor 146-01-13-13/AP3-
DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 yang dimohonkan oleh Partai Persatuan
Pembangunan untuk Dapil Jateng Il Pemilu DPR RI sebagai berikut :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok
Permohonan.
1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Rembang tidak menerima laporan dugaan
pelanggaran yang berkaitan dengan pokok permohonan pada tahapan
penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS),
rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, dan
rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten.

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan.
Bahwa Bawaslu Kabupaten Rembang tidak terdapat temuan yang
berkaitan dengan pokok permohonan pada tahapan penghitungan
perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), rekapitulasi
penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, dan rekapitulasi
penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten.

3. Penyelesaian Sengketa.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Rembang tidak terdapat Sengketa antar
peserta Pemilu maupun sengketa antara Peserta Pemilu dengan
Penyelenggara Pemilu pada tahapan penghitungan perolehan suara di
Tempat Pemungutan Suara (TPS), rekapitulasi penghitungan perolehan
suara tingkat kecamatan, dan rekapitulasi penghitungan perolehan

suara tingkat Kabupaten.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang

Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rembang telah melakukan pencegahan
dengan mengirimkan imbauan nomor 287/PM.00.02/K.JT-22/02/2024
pada tanggal 8 Februari 2024 kepada KPU Kabupaten Rembang, agar
pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara Pemilu 2024
KPU Kabupaten Rembang melakukan:
1) Memeriksa kesiapan dan ketersediaan logistik pemilu di setiap TPS;
2) Memeriksa keakuratan Daftar Pemilih di setiap TPS;

3) Memastikan terpenuhinya setiap hak pilih Warga Negara Indonesia;
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4) Memeriksa kesiapan TPS dalam pemungutan dan penghitungan
suara,;

5) Kesesuaian prosedur pemungutan dan penghitunagn suara;

6) Melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. (Bukti-PK 1 Imbauan kepada
KPU Kabupaten Rembang)

2. Bahwa sebagaimana tugas pengawasan yang dilakukan Bawaslu
Kabupaten Rembang beserta jajarannya pada proses pemungutan suara
dan penghitungan suara, Bawaslu Kabupaten Rembang mengirimkan
imbauan sebagai bentuk pencegahan dengan nomor 289/PM.00.02/K.JT-
22/02/2024 kepada KPU Kabupaten Rembang pada tanggal 8 Februari
2024, agar dalam memaksimalkan kerja-kerja pengawasan yang
dilakukan oleh Pengawas TPS untuk :

1) Tidak membatasi wilayah kerja Pengawas TPS di TPS dengan hanya
diberikan ruang gerak yang terbatas;

2) Mengintruksikan kepada seluruh jajaran KPPS bahwa wilayah kerja
Pengawas TPS meliputi seluruh TPS. (Bukti-PK 2 Imbauan kepada
KPU Kabupaten Rembag)

3. Bahwa berdasarkan pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten
Rembang dengan menuangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil
Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Rembang dengan Nomor
419/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 28 s/d 29 Februari 2024 pada
proses rekapitulasi dan penetapan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten,
yang bertempat di Balai Kartini Kabupaten Rembang, hasil pengawasan
yang pada pokoknya memuat sekurang-kurangnya kejadian khusus/
catatan kejadian pada pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan hasil
rekapitulasi tingkat Kabupaten, bahwa saksi dari Partai Persatuan
Pembangunan atas nama Burhanuddin tidak mengajukan keberatan dan
saksi Partai Garda Republik Indonesia (GARUDA) tidak hadir. (Bukti PK-
3 LHP FORM A)

4. Bahwa berdasarkan persandingan perolehan suara Pemohon dan Partai
Garuda pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah Il sebagaimana dalil
Pemohon Nomor 19 (hal 7), bahwa tidak terdapat perpindahan suara dari
Pemohon ke Partai Garuda, Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan
keterangan sebagai berikut:

1) Bahwa pada MODEL D.HASIL KABKO-DPR, Kamis tanggal 29
Februari 2024, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh
Bawaslu Kabupaten Rembang terhadap proses rekapitulasi

penghitungan suara untuk Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat,
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Daerah Pemilihan Jawa Tengah Ill, Perolehan suara Partai
Persatuan Pembangunan dan Partai Garda Republik Indonesia dapat

dilihat pada tabel dibawah ini:

a) Perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Jumlah Suara Sah
D. Hasil )
Uraian Pengawasan Kab/ Ko D. Hasil
Bawaslu Kab. Rembang - Prov -
Rembang DPR DPR
17, | Partai Persatuan 8.351 8.351 8.351
Pembangunan
MOH. ARWANI
1. THOMAF] 41.365 41.365 41.365
MAHBUB ROSYIDI,
2. S.Ag., S.H. 1.664 1.664 1.664
3. NUR ALIYAH 712 712 712
4. LULUK ELYANA 562 562 562
5. ROSYDI 309 309 309
H. MOCHMAD
6. FATAH. S.Pd.. 1.620 1.620 1.620
MOH. ABDUL
7. GHOEUR 985 985 985
8. AN'SSASGEEMALA' 203 293 293
MUHAMMAD
0. AHMAD FAISHOL 3.053 3.053 3.053
Jumlah Suara Sah Partai
Politik dan Calon 58.914 58.914 58.914
b) Partai Garda Republik Indonesia (GARUDA)
Jumlah Suara Sah
D. Hasil )
Uraian Pengawasan Kab/ Ko D. Hasil
Bawaslu Kab. Rembang - Prov -
Rembang DPR DPR
17. Partai Persatuan 283 283 283
Pembangunan
JOHANES EKO
1. PRASETIYO 214 214 214
ENNY SURYANTINI,
2. S.E., M.M. 70 0 0
3. RUSDI BAHAWAN 26 26 26
4, | NURMALA 51 51 51
MOCHTAR PELLU,
5. SH 18 18 18
EDI HAMDANI,
6. S Kom. 23 23 23
7. SILVYA FITRIANI 16 16 16
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GUNAWAN
8. | MULYADI 14 14 14
SULISTYO

Jumlah Suara Sah Partai
Politik dan Calon

715 715 715

Jumlah Perolehan Suara Berdasarkan
Partai Pengawasan D. Hasil D.
Versi 9 Kab/ Ko Hasil
Bawaslu
Pemohon Remban Rembang | Prov —
9 — DPR DPR
Partai Persatuan
145.008 58.914 58.914 58.914
Pembangunan
Partai Garda Republik
_ 99 715 715 715
Indonesia

Bahwa berdasarkan perpindahan suara pemohon secara tidak sah

kepada Partai Garuda sebagaimana dalil Pemohon Nomor 20 (hal 7),

bahwa berdasarkan D. Kejadian Khusus/ Keberatan saksi pada
rekapitulasi perolehan suara Tingkat Kabupaten Rembang, saksi dari
Partai Persatuan Pembangunan hadir atas nama Burhanuddin dan
menandatangi MODEL D.HASIL KABKO-DPR. (Bukti PK-4 D. HASIL
KABKO DPR)

5. Bahwa berdasarkan perpindahan suara pemohon secara tidak sah
kepada Partai Garuda sebagaimana dalil Pemohon Nomor 20 (hal 7),
bahwa berdasarkan D. Kejadian Khusus/ Keberatan saksi pada

rekapitulasi perolehan suara Tingkat Kabupaten Rembang, tidak terdapat

catatan kejadian khusus dari saksi Partai Persatuan Pembangunan atas
nama Burhanuddin. (Bukti-PK 5 D. Kejadian Khusus/ Keberatan

Saksi)

Demikian Keterangan Bawaslu yang dibuat dengan sebenar-benarnya
dalam Rapat Pleno tanggal ...........................

DAFTAR ALAT BUKTI BAWASLU

N | KODE BUKTI URAIAN BUKTI

0

1. | Bukti PK-1 Imbauan kepada KPU Kabupaten Rembang
2. | Bukti PK-2 Imbauan kepada KPU Kabupaten Rembag
3. | Bukti PK-3 LHP FORM A

4. | Bukti PK-4 D. HASIL KAB/ KO DPR
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Bukti PK-5 Kejadian Khusus/ Keberatan Saksi

a c 0N PE

Jakarta, ........ 2024
Hormat kami,
Bawaslu Kabupaten Rembang
Nama : Totok Suparyanto, S.E., M.H. (heeeimi )
Nama : M. Khasanuddin, S.Pd. (heemeimm e )
Nama : M. Dhofarul Muttaqiin, S.Pd.l., M.H. (c....cooooiiiiiinnne. )
Nama : M. Bayanul Lail, S.Pd.I. (feeeeree )
Nama : Nibrosu Rohid, S.I.Kom., M.LKom (.......c...cooooiiiinnet. )
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IMBAUAN MASA TENANG PEMILU TAHUN 2024 (BUKTI PK-1 PHPU
2024)

¥ BAWASLU

BADAN FENGAWAL PEMLINAN UMUM

KABUPATEN REMBANG

Sexretanat | J. Gatot Suteoio, No. 07 Rembang, Kode Pos 95211
Teip/Fax : (0223) 06H06D4
E.mall - panwaskahrembang22 Qomall com

: hitp: o

2 9o
Nomor : 207/PML00. 02K _JT-22/02/2024 Rembang, 8 Februan 2024
Sitat : Segera
Lamgian G-
Perhal : Imbauan
—_—
Kepada
yih Ketua Komisl Pemiithan Umum Kab. Rembang
al
Jamoas

A. Dasar Hakum.

1. Undang-Uncang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemiifian
Umum ssbogasmana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang
{Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 lentang Perubahan Alas Undang Undang Nomor
7 Tabhun 2017 tentang Femilhan LUemuemn;

2. Peraluran Bawasiy Nomar 3 Tahun 2022 F F goaraan
Pamiihan Umun,

i Peraturan Bawask Nomor 8 Tahun 2012 fevitang Perubahan atas peraturan
Eadan Pengowas Pemiihan Umum No 1 Tahun 2018 fentang Pengawasan
P itan dan Pengt Suara datam Pemiisan Umum,

4, Perah Komisl F Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan
Jodwal Penyelenggaraan Pemiithan Umam;

3. Peraluran Komesl Pemiiihan Umum tentang Periengiapan Pemungutan Suara,
Dusungan Perlengkapan Laimnmya dalam Pemalinan Umum,

@, Peraturan Komisl Pemihan Umum Nomar 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan
dan Penghitungan suawa datam Permihan U

7. Sural Edaman Bawasiu Repubiix Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang

Pencegahan F " Dan F 1 Tahapan Masa Tenang,
Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemiiihan Umum Tahun
2024,

B Berdasarkan ketertuan pasal Pasal 34 ayat (3) PKPU Nomor 14 Tahun 2023 =rang
Parengsapan Pemurguian Suara, Dusungan Perlengkapan Lainnya dalam

Pemsthan Umum

“KPU dapat bekerfasama dengan pemerinfah, Pernevintah Dasrah. TNI, dan Folt
dadaen can 301K YA, Can pe
pemunguian suare anmya”,

C. Berdasaran keterduan Pasal 17 ayat (1) PKPU 23 Tahun 2023 tentang Permungutan
dan Penghtungan suarma dafam Femithan Umum
" (1) Karet pangikat surat suara digunakan untuk

a. mengkal suraf suaa pany por don peny
suraf suara & KPU Kabupaten™ota: dan
b.  mengWat surat suava utan can p suaa o TPS
(2) Karet pengikat surad suara yang dan
penghtungan suava of TPS sedagaimana demaksud pada ayaf (1) hAuruf b
etk mevipiat:
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b.

[
a

surat suara yang san;

suraf suara yang dikembaikan oleh Pevrith Aarena rusak dandtou kel
alcotvos:

surnt suarn yang tidak sah; dan

surat suara yang tidak digunakan.”

D. Bardasarkan Ket=nduan Pasal 6 ayal 1 PKPU 25 Tahun 2023 tentang Permungutan
dan Penghitungan suara datyn Pemithan Umum
" (1) KPFS yong

a.
b

Penylapan TPS

pev DPT, DFTD, daftar Fasangan Calon.
dan DCT angpota DFR. DCT anggeda DFPD, DCT anpgala DPRD Provinsl,
dan OCT anggoda DPRD KabupatervXota ol TFPS; dan
penyeraban sadrnan OFT dan DPTD kepada Saks! yang hadyr dan Pengawas
RS-

E. Bardasarkan Ketznduan Pasal 8 ayal 1 PKPU 25 Tahun 2023 tentang Permungutan
dan Penghitungan suara dafarn Pemiihan Umum
“Kotua KPPS pey san suara. o

adan suant Y3 sLdah olah KPFPS. davt

PPS pating lambot 1 (satu) Har! sebeken Harl dan fangpal pernunigutan suam”™

F. Sehubungan dengan pesncegahan ferfadnya pefanggaran Pemiihan Umum 2024
shususnya pada Tahapan Pe can F Surast Suara Pemilu 2024,
Kami mer ) agar

~pappgs

Memeriksa kesiapan dan ketersediaan logstk pemiiu di setiap TPS,;
Memeriksa keakuratan Daftar Pamilin di seliap TPS

Memastkan terpenubinya setlap hak pith Warga Negara Indonesia;
Memeriksa TPS dasam dan suara;
Heosesualan prosedur pemungutan dan penghfunagn suara;
Melaksanakan fgas dan kewajiban sesua dengan peraturan perundang-
undangan yang beriaku

surat 1l Alas 1 dan

Tembusan

1
2

Yih. -

. Ketuz Bawasiu Propinst Jawa Tengah (sebagal laporan ),
Arsip

LAPORAN KINERJA DIVISI HUKUM PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2024

40



IMBAUAN MASA TENANG PEMILU TAHUN 2024 (BUKTI PK-2 PHPU

2024)

¥ BAWASLU

LADAN POHLAWAS PLMLINAN LMUM

KABUPATEN REMBANG
it - K Galot No. 07 Xode Pos 95211
TapiFax : (0253) 0550034
E-mall - panwask, com
Jhim gox
Nomor - 20SPM.D0 0K _JT- 220272034 Rembang. 8 Februar 2024
Sitat : Segera
Lamgpiran 2]
Pertal - lmbauan
Kepoada
¥ih Ketua Komisi Pemiithan Umum Kab. Rembang
a
Jamoat
A. Dasar Hukum:
1, Uncang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pesty aan F

Umuam sebagaimana dubah calam Peraturan Penggantl Undang Uncang
(Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 lentang Perutahan Atas Undang Undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemiiihan Umum;

2. Pemturan Bawasiu Nomaor 5 Tahun 2022 Panga: Peny
Femiian Umum,

3. Penturan Bawasi: Nomor 9 Tahun 2018 g Per atas
Badan Pengawas Pemiihan Umum No 1 Tahbun 2018 tentang Pengawasan
F dan wan Suasa dalam Pemtlihan Umum;

4 F ¥omis P Umum Nomor 3 Tahan 2022 tentang Tahapan dan
Joctwal Peny F Usmum;

0. F Womis! Umum Nomor 28 Tahun 2023 tenitang Pemungutan

dan Penghitiungan suara datarn Pemiihan Umum.

8. imbauan
Berdasarkan ketorduan pasad 33 huruf 0 ayat 7 Uncang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 lentang Pemithan Umum, F ' tahapan
Peanyelenggaraan Pemilu pada F suara dan Peng! wgar

suara hasi Pemnilu d1 TPS. Selangamya berdasarkan UU 7 Tahun 2017 pasal 114
bahwa Pengawas TPS berugas mengawas!
persiapan pemunguian suara;
peladsanaan pemungutan suara;
peTsiapan pengnitungan suara,
peiaksanaan penghiungan suar; can
pergerakan hast penghihmgan suxra darl TFPS ke PPS.

berdasarkan hetentuan pasad 14 ayat (1) hurutf (0), Peraturan Bawasty Nomor 9
Tahun 2019 lentang Perubahan atas peraluran Badan Pengawas Pemilhan Umum
No 1 Tahun 2019 lentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam
Femiihan Umum, yang berbumy! Pengawas Pemiu sesual dengan kemenangan

" anoew

° proses F Suara
dengan cama secara yeluruh ol TPS.
Setagamana ketentuan o atas dan unduk  memaksimakan kega-kera
) proses P J dan F gan Suara cleh Pengawasan TFS,
Bawasiu mengimbau KPU untuk:

a. Tdak memdatas wilayah kerma Pengawas TPS o TFS dengan hanya
diberikan ruang gerak yang lerbatas;

b, Mengintsskan kepaca soluruh jajaran KPPE batrwa wilayah kern
Pengawas TPS metipus sstunn TPE:

D surat ini Alas can ya.

1. Kelua Bawasiu Propinst Jawa Tengah (sebagat laporan),

2. Amsip
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PK-3 FORM A REKAP

FORM.A

LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU
NOMOR : 419/LHP/PM.01.00/02/2024

I. Data Pengawas Pemilu :
a. Tahapan yang diawasi

b. Nama Pelaksana Tugas
Pengawasan

c. Jabatan

d. Nomor Surat Perintah Tugas
e. Alamat

II. Kegiatan Pengawasan :

a. Bentuk
b. Tujuan

c. Sasaran
d. Waktu dan Tempat

III. Uraian Singkat Hasil Pengawasan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Totok Suparyanto;
Nibrosu Rohid;
M. Dhofarul Muttaqiin;
M. Bayanul Lail;
M. Khasanudin;
Kukuh Febrihandoko;
Muhammad Agus Musthofa;
Hida Hikma Dini;
Himawan Prabowo;

. M. Fachrudin;

. Arfian Nugroho;

. Alfin Bahru Rohmika;

13. Dewi Astuti.

Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten
Rembang, Staf Pelaksana  Teknis
Bawaslu Kabupaten Rembang.
411/PM.01.00/02/2024

J1l. Gatot Subroto, No 7 Rembang Kode
Pos 59211

0o No i e

e
N — O

Pengawasan langsung

Melakukan pengawasan terhadap
rekapitulasi dan  penetapan  hasil
penghitungan perolehan suara Tingkat
Kabupaten berjalan sesuai dengan
peraturan

Penyelenggara teknis pemilu

28 Februari s.d. 29 Februari 2024 di

Gedung Balai Kartini Rembang.

1. Pada 28 Februari 2024, jajaran Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan

pengawasan langsung terhadap dan penetapan hasil penghitungan perolehan

suara Tingkat Kabupaten yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Rembang di

Gedung Balai kartini Rembang;

2. Rekapitulasi dimulai pukul 10.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB tanggal 29

Februari 2024,
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IvV.

. Dalam rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Tingkat

Kabupaten dihadiri oleh Panitia Penyelenggara Kecamatan, Panitia Pengawas
Kecamatan, saksi calon Presiden dan calon wakil Presiden, saksi calon DPD, dan

saksi partai politik;

. Selama proses rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Rembang

terdapat beberapa kesalahan administrasi yang dilakukan oleh jajaran PPK antara
lain : kesalahan input data di sirekap, perbedaan C-hasil dan C-Hasil Salinan,
perbedaan C-Plano dengan D-hasil, pembacaan D-hasil tidak berasal dari

dokumen yang tersegel melainkan dari arsip PPK;

. Disamping kesalahan administrasi, pada rekapitulasi terdapat kesalahan pada

jajaran penyelenggara teknis PKK terkait tidak professional dalam menjalankan
tugas sesuai jabatan dan kewenangannya;

Bentuk tidak profesinal penyelenggara teknis PPK yakni dengan sengaja
memberikan susulan D Hasil kecamtan diluar forum rekapitulasi tingkat

Kecamatan;

. Selain itu, terdapat 33 data yang diperbaiki dalam rekap Kabupaten untuk

Kecamatan Lasem;

Informasi Dugaan Pelanggaran
1. Peristiwa :
a. Peristiwa : Pemberian susulan Salinan D-hasil kepada

saksi diluar forum rekapitulasi Tingkat

Kecamatan
b. Tempat kejadian : Kecamatan Lasem
c. Waktu Kejadian : 24 Februari 2024
d. Pelaku : Eko Wahyudi

M. Isa Ansori

Adi Rocky Sakti

Nifa Nabila Khalidah
Abdul jalil

e. Alamat Do

2. Alat Bukti :
a. Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara pemilihan umum tahun 2024;
b. Catatan Bawaslu Kabupaten terhadap D Hasil;
c. Daftar Hadir peserta rekapitulasi.
3. Uraian Singkat Dugaan Pelanggaran :
Pada 29 Februari 2024 pukul 01.00 - 02.30 WIB, saat pembacaan
rekapitulasi Kecamatan Lasem terdapat keberatan dari saksi partai

Nasdem terkait perbedaan bentuk hardcopy D-hasil salinan yang diterima
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saksi dengan D-hasil Salinan yang dibacakan oleh PPK Lasem.
selanjutnya, PPK lasem memberikan jawaban telah memberikan susulan
D-hasil Salinan kepada saksi partai Nasdem.
4. Fakta dan Keterangan :
a. Bahwa kesalahan - kesalahan penginputan telah terselesaikan dengan
baik dan benar;
b. Bahwa PPK Lasem memberikan susulan D-Hasil Salinan kepada saksi
di luar forum rekapitulasi Tingkat Kecamatan;
5. Analisa:
Bahwa dalam pengawasan terhadap dan penetapan hasil penghitungan
perolehan suara Tingkat Kabupaten terdapat dugaan pelanggaran.
6. Informasi Potensi Sengketa
1. Peristiwa
a. Peserta Pemilu PP PPPRN
b. Tempat Kejadian et
c. Waktu Kejadian N
2. Objek Sengketa
a. Bentuk objek Sengketa N
b. Identitas objek sengketa @ ...
c. Hari/tanggal dikeluarkan : ..........cooiiiiiiiiiiiiiiiiiiinne.
d. Kerugian langsung L e

3. Uraian singkat potensi sengketa

Rembang, 29 Februari 2024

Pelaksana Tugas

Ll

=

NIBROSU ROHID

M. KHASANUDDIN MD. MUTTAQIIN M. BAYANUL LAIL
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Lampiran Sebagiman Berikut :
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CATATAN KEJADIAN KHUSUS DANJATAUKEBERATAN SAKSI
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Rekapitulasi Tingkat : [ Kecamatan ] Perwakilan LN [M KabupmenKot [ ] Provinsi [ INasional

Kecamatan/PRIN-2) : Sedan

Kabupatenicaa=} : Rembang

Provinsi/Negaaty : Jawa Tengah

Jenis Pemilu :[ ] Presiden dan Wakil Presiden M DPR [~ pPD
] DPRD Provinsi [7] DPRD Kabupaten/Kota **)

Dacrah Pemilu § 2 isamms

Kejadian Khusus/pernyataan keberatan oleh Saksi *) sebagai berikut:

PPK Sedan membacakan D.Hasil Kecamatan menggunakan arsip yang dimiliki tanpa membuka sampul dari kotak
rekapitulasi untuk jenis pemilihan PPWP, DPR R], DPD dan DPRD Provinsi (meskipun data pada D.Hasil
Kecamatan dan arsip PPK nilainya sama, namun diperingatkan oleh Bawasiu Rembang).

3 1y £l
1, Sidorejo TPS |

(2) Eva Monalisa semula 28 menjadi 4

(3) Marwan Jafar semula 4 menjadi 28

Penyebab perubahan | pada saat diinput sirckap tertukar, pada saat rekap tingkat kabupaten discusunikan dengan plano

(5

Dadapan TPS |

(6) Eko agung sugiyarto semula O menjadi |

(7) Ani Arifaeni semutla | menjadi O

Penycbab perubahan : salah penulisan pada D.Hasil Kecamatan, pada sant rekap tingkat kabupaten diseusuaikan dengan plano

j. Candimulyo TPS 8
(2) Eva Monalisa semula 0 menjadi 3
(3) Marwan Jafar semula 3 menjadi 0

(2) Evit Monalisa semuls 661 menjadi 640

(3) Marwan Jafar semula 1.781 menjadi 1.802
(6) Fko Azung Sugiynrto semula 25 menjadi 26
(7) Any Arifaeni semula 16 menjadi 15

Partai Gol K

I. Dadapan TPS 7
(2) Bambang Sadono semuls 0 menjadi |
(3) Sr1 Enik semula | menjadi 0

Lemah Putih TPS 3

(1) Firman Soebagyo semula | menjadi 0
(2) Bambang Sadono semula 0 menjadi |

"~

(1) Firman Soebagyo semula 267 menjadi 266
(2) Bambang Sadono semula 266 menjadi 268
(3) Sri Enik semula 16 menjadi 15

Partai Nasdem
1. Kenongo TPS 6
(4) Zhafira Zayyana Putri Ganinda semula 2 menjadi O
(5) Atang Irawan semula 0 menjadi 2
(7) Kenedi semula | menjadi 0
{8) St Mulvanl semula O menjadi |

2, Sambiroto TPS 4
Partai semula 3 menjadi |
(5) Atang Irawan semula 0 menjadi 2
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’ ~
3 Raras TPS 7

ob Zhatira Zavvana Futo Camoda <mula | mempad U
51 Arang Irasan semula 0 mengads |

Partial Nasdem symats 267 menpch 268
14y Zhalivs Zavyata Putr) Gasgd s semvols 17 menpade 13
15) Atang frawan semula 087 meads 692
(T INenedi semula 6 mengadi §

18} Sn Mulvand semuba 9 mengati 10

Partai Buruh

| Kedungringin TPS T
£3) Nesia Anggelita Dews semola | nwergad) 0
o4 Khoopa Nuam sermmla O mengsdi )

(1) Nesaa Anggedaa Doewr semulas 6 ngogads °
C) Wboitu Niany semula & men sd

art At

L Kenongo 1PN 2

cOMob Phodiet Albsag semouds O mignpeds |

«SISugene semula b omengadi 0

Mojosari TPS (0

Parta: Hanuga semula 2 nenan o
1iPambang Riasa Saputra semuba O mweads ©

ra

e Homuea semula (085 meead 1021

o) Wambang Rasa Sapusra semnba 37920 men ad) = 80l
cOMob. Flaidar Afairos somulin 49 menjadi S8

3 )Supeng semula 17 menjadi to

Mugahidin dan Partnd Na<dom

Hastl DPR R partar Nasdem ada 2 1PS vang mengalami perubshan 1US sambiroto 4 adi 2 dan Kenanyo & adi

an. Atmg ada perubiahan 2 suara menradi § soar

Langgapan - Kurang membacakan | TPS oo 1PS Kacrs

Sudaky wrselosmban pada cekaprulas mchat kabopaten

FANLR SO IR AN AT DAt AN
SAaks

]
S v ol el
TR anp sl semy
Ap ek terdapat RKyjadtat S lwcus S dan dicwda rganos o Keoa s Remlos

APl 0 rapar KeBCaan Sak oo e 0okt Nk st duntacan can tos ek lch S o dan Setua ATV Sabapa Poriirean v e vor R
"lr-. Lethnk s Fonyl e pan terolotue Nur
Apattila Wi wodainat sey wium A4 s WP o e Ao sorer o w b bl SO G metatac g b )

SR St e
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Rebapatolas: Linghat
Kecanatan PR
Kahupaten Kota * )
Provins Negati-*s

Jems Peanilu

CATATANKREIADIAN RHUSES DAN AT AL REBERATANSARS
RERAPIIULAST HASIE PENGHETENGAN PEROLEMANSE AR

PEMILIHAN EMUN TARil N 2024

2 Necamaty Peewahian | N g‘.-l"“".’.k:' il
Pamotan

Rembang,

Iwa Tengah

— Presiton dan Wakl Presiden | DPR

i Niswona

Enn.
| DPRD Peovins | PRI Kabopaton Bt ** )
Daceah Pemilu

Aepimlins Khusus permyatain heberadion oleh Saks 1 sebagnl berikat:

Salub penulisan DIPTh dan DPK

DIy

Semula - lakilaky 1260, perempuan sema 1200 Total 236
Mcenjadi © laki-laki |27 Perempuan 120, Total 217

DPR
Semula ¢ laki-laki 84, perempuan semuls 100, Total 183
Maeapadi  Laka-faka 83, Perempantn 106, Toan! 783

Sudahy terselesaibon pida rekapitolas tnghar kabupatcs

NS NME NG AU AN ST I R TAN

SARS
i ampan
® ) Camet yarme Gl el
S e o 1 sakah satu
Al by serdgant R Shosis Qrcatad S ditan s tngans caeh e i Kembr
Al terdapal heteralan Sans dietat it Sabsr dam ibundacao sant Aerantd s beh S adan hotus S F A Chupioos Bowtan )

Fleves Lerhubs Penpthatar vats ¥ oviildfan S
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CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKS]
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Rekapitulasi Tingkat <[] Kecamatan [ ] Perwakilan LN M Kabupaten/Kota ] Provinsi __JNasional
Kecamatan/PREN-Y) : Lasem

Kabupaten®sin-*3 : Rembang
ProvinsiNegara*} : Jawa Tengah
Jenis Pemilu :[] Presiden dan Wakil Presiden [ DPR (1 DPD
|1 DPRD Provinsi [} DPRD Kabupaten/Xota **)
Daerah Pemilu

Kejadian Khusus/permnyataan keberatan oleh Saksi *) sebagai berikut:
artai Kebangkitan Bangsa
- Desa Sendangcoyo TPS 6
(1)Muh, Arif ruba’l semula 0 menjadi |
(2)Eva Monalisa semula 1 menjadi 0

Pembetulan di Sirckap:
(I)Muh. Arif ruba'i semula 468 menjadi 469
(2)Eva Monalisa semula 813 menjadi 812

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

- Desa Sumbergirang TPS 8
Suara Partai semula | menjad; 0
(1)Evita Nursanty semula 2 menjadi |
(2)Edy Wuryanto semula 0 menjadi 2

Pembetulan di Sirekap:

Suara Partai semula 1050 menjadi 1049
(1)Evita Nursanty semula 396 menjadi 395
(2)Edy Wuryanto semule 413 menjadi 415

Partai NasDem

- Desa Gedongmulyo TPS 15
(5)Atang lrawan semula 0 menjadi 32
(6)Ahmad Nur Saeful semula 32 menjadi 0

Pembetulan di Sirckap:
(5)Atang Irawan semula 572 menjadi 604
(6)Ahmad Nur Saeful semula 39 menjadi 7

Partai Gelombang Rakyat Indonesia

- Desa Sumbergirang TPS 15
Suara Partai semula 0 menjadi 1
(1)Sutrtyono semula | menjadi 0
(2)Agus Purwanto semula 0 menjadi |
(3)Cicik Purwati semuta | menjadi 0
(5)Pancawati semula 0 menjadi |
(6)Abd Rokhim semula I menjadi 0

Pembetulzn di Sirekap:

Suara Partai semula 47 menjadi 48
(1)Sutriyono semuia 106 menjadi 105
(2)Agus Purwunto semula 47 menjadi 48
(3)Cicik Purwati sermula 1! menjadi 10
{5)Pancawsti semula 7 menjadi 8
(6)Abd Rokhim semula 3 menjadi 2
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Partai Hati Nurani Rakyat
- Desa Sumbergirang TPS 7
Suara Partai semula 0 menjadi |
(1)Bambang Raya Saputra semula | menjadi 8
(2)Etika Halawa semula 8 menjadi 0

- Desa Babagan TPS 4
Suara Partai semula 0 menjadi 2
(1)Bambang Raya Saputra semula 0 menjadi 12
(2)Etika Halawa semula 2 menjadi 0
(3)Dwi Tri Handayani semula 12 menjadi 0

Pembetulan di Sirekap:

Suara Partai semula 367 menjadi 370

(1)Bambang Raya Saputra semula 2876 menjadi 2893
{2)Etika Halawa semula 78 menjadi 68

{3)Dwi Tri Handayani semula 30 menjadi 18

Partal Garuda

- Desa Sumbergirang TPS 9
(1)Johanes Eko Prasetiyo semula 0 menjadi |
(2)Enny Suryantini semuls | menjadi 0

Pembetulan di Sirckap:
(1)Johanes Eko Prasetiyo semula 19 menjadi 20
(2)Enny Suryantini semula 6 menjadi 5

Partai Amanat Nasional

- Desa Sumbergirang TPS 7
Suara partai semula 0 menjadi !
(2)Jihad Asia Pustakawan semula 0 menjadi |
(3)Raden Roro Dilla Damayanti semula 1 menjadi 0
(5)Bambang Wijanarko | menjadi 0

Pembetulan di Sirekap:
Suara partai semula 93 menjadi 94
(2)Jihad Asia Pustakawan semula 1147 menjadi 1148
(3)Raden Roro Dilla Damayenti semula 13 menjadi 12
(3)Bambang Wijanarko 15 menjadi 14
Partai Demokrat
- Desa Babagan TPS 4
(1)Djoko Udjianto semula 0 menjadi |
(2)Harmusa Okiaviani semuls | menjadi 12
(3)Amal Alghozali semula 12 menjadi 0

- Desa Sumbergirang TPS 13
(4)Heny Prasctyo semula | menjadi 0
(5)Pujiyanto semula 0 menjadi |

Pembetulan di Sirekap:

(1)Djoke Udjianto semula 325 menjadi 326
(2)Harmusa Oktaviani semula 2541 menjadi 2552
(3)Amal Alghozali semula 66 menjad: 54
(4)Heny Prasetyo semula 53 menjadi 52
(5)Pujiyanto semula 32 menjadi 33
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Para: Solidaritas Indone sis
Desa Sumbergirang I'PS 3
hEndah Eho Pudyastute senmmda | menjadi 0
o il8agus subekts semula O mienjadi |

Desa Ngemplak 1S 3
i arsono semula | meyadi O
(2 Bambang Winamo semla O menpadi |

Pembetulan di Sirchap:
¢ sono semula 14 mengadi 13

(2 1Bambang Winame semula 18 megadi 10
Mujahedin (Saksi Partai NasDem) B Hassd Kecamatan Tascom vane dinerima olch saiss untah peroleban suars atas
mama Atang brawan 372 dan Ahmad Nur Sactul 19 sedanghon di 1 Hasil sang dibacakan Ji oleno babepatens peraenan

suara atas aama Atang frawan 603 dan Atomad Nor Saelul 7 tenads sehle de TPS 1S Gedongimulyo sepumah 32

Langgspun D Hasil Kecamatan Fasem vane benar sudal diberiban ke sak s tingkat Keoarutan, tetapl beluy
diberiban ke saksi tingha Kabuapaten

Sudah terselesaikan pada rehap tnghal habepoen
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CATATANKREIADIAS RHESUS DANATAL REBERATANS ARSI
REKAPITELAS HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN ST ARA
PEMEETHAN EME N TANEN 2u2d

Rehapitulas | inghiat I Kevaman . Peowasomn LN [g Koabupiten Koty ] Provatie — Sasional
Kecamarin FRL52y Pamotan
Kahupneen weokn *) Rembang
Provins: Neparr— lawn 1eng
Jerms Pemilu ] Presaden dan Wk Presider DR (BIN S
| PPRD Provins g DPRD Kabupalen Kela *4

Prigcrah Penlu

K hadiam Kbisis peeny atian kebertan aleb Sano = solaea berh

Partai Nasdom

Desa Pamotan |1'S 5

13)Aeus Rivanto semuls 0 mengadi 3

e hammmd iewanto semulba 3 men awdi O

(A gus Rivanto semitis 242 mengadi 245

(O Muhamoud aowanto semube S metgads 2

Suddal reeselesaban pada rehapitubise tmekar Labopates

) s AN Uiy
. e
VANG MIRCAT R AN RETH R AT AN f KABUPATEY 240
AT ff z
3 | EABUPA
\ REMB

hoetr A
S0 et Sang tila raii
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CATATANRKREIAVEEAN REESES DAN A TAL REBERANTANSAKRS
RERAPITULASE HASIL PENGUHITENGAN PLROLEHAN SLARY
PEMTLTHAN UNTUNE T AT N 2024

Rekapitulasy Linghat - I Nevamata Ferwakilan LN g Sabugaten Kols | I Nasviona
Kecamarun PPEN-= g
Kahupaten Kaoa ™) Kembane
Provins Aepas-*4 mwa bergah
fenis Peendu Prosaden dan Wal o Presaden | 'R orp
DPRD Provini M DPRD Kabupaten Kot =)
Diserab Pemuiu Rembang VI

Kejodian Khusus pems saan Keberamn oleh Sakar * 1 sabapn berthw

Perbedaan DPK Pecermpuan dan baki-Laks cfenis helseriny 1S 19 Doy Tepaldow

Seheluning o | aki-daks 260, Perempuaan 25
Scharusnvy Laki-Taks 19, Pecempagan 22
losal 43

Sudah tersclesahan pada rohapitulass Lrghat Asbapatcn

NANGAME NG A IKAS XTI

SAk Y
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y vang uddh pavlu

U entanp v ) waluh o
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CATATAN KEJADIAN KHUSUS DANATAU KEBERATAN SAKS!
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PEMILITIAN UMUM TAHUN 2024

Rekapitulasi Tingkat <[] Kecamatan [ Perwakilan LN [ Kabupaten/Kota __| Provinai || Nasional
Kecamatan/PRLN-%3 : Sedan

KabupatenKowa *) : Rembang
Provinsi/Negura-*) . Jawa Tengzh
Jenis Pemilu :[] Presiden dan Wakil Presiden ] DPR | DPD
[_| DPRD Provinsi M DPRD Kabupaten/Kets-=2)

Kejadian Khusus/pernyataan kKeberatan oleh Saksi *) sebagai berikut:
Partui Demokrasi Indonesia Perjuangan
I. Desa Mojosari TPS 9

(1)M. Rokib semula 2 menjadi 0

(2)Joko Winamo semula 0 menjadi 2

2. Desa Sidomulyo TPS 7
(6)Nafita Rahma Putri semula | menjadi
(7)Ahmad Taslim semula O menjadi 1

3. Desa Jambeyan TPS 4
(1)M. Rokib semula 6 menjudi 0
(2YJoko Winamo semula 0 menjadi 6

(1)M. Rokib semula 60 menjadi 52

(2)Noko Winarno semula 2.27! menjadi 2.279

(6)Nafita Rehma Putri semula 7 menjadi 6 g
(7)Ahmad Taslim semula 29 menjadi 30

Partai Golongan Karya
1. Desa Dadapan TPS 11

Suara Partzi scmula 2 menjadi 0
(1)Candra Hart Wijaya semuls 0 menjadi 2

Suara Partai semula 58 menjadi 56
(1)Candra Hari Wijaya semula 16 menjadi 18

Partai NasDem

1. Desa Karangasem TPS 4
Suara partai semulz | menjadi 0
(1)Khamid semula 0 menjadi |

2. Desa Kumbo TPS 3
(3)Aliyatul Citra Dew: semula 0 menjadi 5
(4)Surini semula () menjadi 7
(3)Moh. Ashof Barkhiya semula 5 menjadi 0
{6)Wasir semula 7 menjadi 0

Suara partai semula 276 menjadi 275

(1)Khamid semuls 1.613 menjadi 1.614
(3)Aliyatu] Citra Dewi semula 195 menjadi 200
(4)Surini semula 216 menjadi 223

(5Moh. Ashof Batkh\lya semula 784 menjadi 779
(6)Wasir semula 12 menjadi 5
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Partai Demokrat
Desa Sudorejo TPS 5
(21Bahruddin semula O menjadi 3

(N ita Rokhmal semula 3 menjadi 0

14

Desa Cundrirgo TPS 8
(2 3ahruddin <comla O weagd |
{30 ita Rokhmah cemula | menjadi O

1 2Hahruddin semula 387 menjadi 391

130k Rokhah semula [0 memgads 6

Partal Persatuan Pernhaneiiman

I Dxesa Dadapan TPS 3
CESupmdi semula & menadi ()
£21Somards seamila O mengadi 3

2 Desa Naras PN 15
«Wllisah Natisa semuala | mengadi 0

4 iMubammad Rolu semula O menjads |

1 supadi semula 2597 memady 2389
(23Sumard) semula 2702 wenjads 2705
(3 ) hvah Nofisy semuala 61 mengadi o6

t4)Muhammad Rofi sermula 837 menjads K38

Sudah terselesaihan pada rehapitulast tinghat kabupaten
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-
, CATATANKESADIEAN R SUSDAN A TAE REBERATANSARS]
RESAFIIELAST HASHE PENGIITENGAN PEROULEHAN SLAKA
PESHLIHAN UMUN TANEN 2024

Rekopitubes Tingkat | Nevamatarn Perwahtlon LN g\;nmmh nhols | Proviaa __ Navioral
Kecamnan PEEN-Y Sodan
Kaluparcn ket Remtang
Provus | Nezasa ™) Jawa | cazah
leny Penily | Preaidon dan W bl Presaden | | UPK oo
M PRI Provinsi | PPRTY Kabupaten Kota <)

Daerah Pemiby

heradian Khusey permyvataan baberatm oleb Saby 1 whagar berkuat

PR Sedin membscakan Rebapitubast mombueaban D Fhsd Kecanoaran acsp sang G mihik

Purts Golongan Karss
1. Ngulsbun TPS |

¢ L ISuprivanto semilo | mesiad) 0

DA Lus Rofiy semuls O menjads |

¢ ISuwarn semoile | oenenpad; O

CON AL Badrottemanm semuly 0 mengads |

I Soprivante semuls 1ot meniadi 60
23 unis Roti s semuks 48 meride 9
3 ISuwarmi sennia |3 menjadi 1

t9ON AL Badruttamnam scimula ¥ macinad 9

Parman Nees e
| Desa Kepongo TPS 3
2 1Te1o Prameons semaila | monpud 0
30 ustens ndery ati semulia O mengads |

i ego Pramvone seimula 42 mengad 11
D ustine Frdriyatl semuls 27 nwengull 23

Panta: achombang Bakyat fndonssia
I Desa Nedutgrimain 1PS B
St Paren Semulal ooeogad o
1 Purwadi semula O meagub |

L Desa Sambirolo 1P 0
Purwads semude 0 memods 2
23Rt semuls 2 oenjadi O

Suara P Semalas8 menjods §7
Worsadt semale 379 menged 182

2iRamnt semulald mengac 1)

Partal Keaditon Segabioes
1. Desa Mojosari TS &
ISanlulhag Mayy az semala 1 menjadi
L) Skunet somula U mnengady |

1isaifulhiag Masvart semula 6 menpiet (4

DiSEmes semala T o jad ¥

Partas Demaok rut
L Desa Candimulyo TIPS %
L DRKanting Sukawan semula 0 mengas !
12Dy Dwi Buedunto seoula 2 thengads 0

1K SuRawatt sentula 207 menjadi Tov
L2 0Dian Pai Bodanto semaly 176 mengun 171
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Partan Porsatuan Pembaz g unagl
Desa Swdorego 198 10
14 7smal Anlin semul &0 mepad

(oM. AN Wafa semula O menjindi

2. Desa Dadopan 1PN 11
M uchammasd Busir ssmala 3 tenjad 0
(4yZaenal Arifin semmula O meniadi 3

 DMuchammad Basirosemulba 160 menjads 160

tdiZacnal Aafin semula 176 menjadi 119

(M. AL Witla setauba % 081 menpadi 9 745

Stdah terselesathan pada rekapatubast tmphal sshapaten
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Reaambulas: Tingwat
Kecamaten PREN-
Rabupalon Kedin *)
Provins Negisa-*y

CATATANKEIADIEAN RIHESENSDANATAL REHERATANS ARSI
RERAFEVULASE HASIL PENGHUITE NGAN PEROLEHANSE ARY
PEMILIEAN UM SETAHUN 2024

‘.| Kecaata Popwabalan LN -_\;’*.J'l antn B TR | o ana wsona)
Pancus
Hembsa:

lawa Lengah

. Presiden dan Woakil Presiden DER (RN b
M orib Provins | TIPRTY K ahupace s Kona «*

fems P2ennlu

Diseral Peonlu
Kepudian Khnsus pecnyataan heberan oleh Saka ) scbagan berihul

IPS 9 Desa Tuyubian
DIFIh

Semnly ¢ laki-Inki 63
Menpadi  Lake-laky 62, perermpunn 64 total 126

perempaan 63wl 126

Sudab teeselesaiban pada rekapituiasi waghat ahapasten

VANCIMENGAN AN K A AN

SARN

st vang il per

“pCsmean g v sale saty,

Apat A teraao R advan Ko i e o o somra izegam oki Soma s 1% Lo
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CATATANKREIADIANRIE SESDANATAU KB RATANSARSE
RERKAFITULAST HASIL PENGHETUNGAN PEROLFEHANSTARY
PEVIE AN UMEM TAHEN 2024

Rehapituliea Fingkae — Necamatan Peswasalan N [gb. bupaten Kot Provinad Nitsiooal

Recanwtun #PEN 7 Pumotan

Kabupotesn kot *) Rembuny

Provins: Negara lawn Tengah

lenis Pemiie — Prosuden dan Wk || Presiden 'K D

M DPRD Provine: | PRI Kabimaten Kot **
Oacrah Pemylu

Kepaddsin Khosuspemyitizm keboratm oloh Sabsl * ) sebsaga berhan

I Surar Suarg dikembalihun semula 63 mcupul 33

2 Surat suara udak digenakan semuls SO00 micnyadi SU30

Sudah terselesatkan pada rehapitulass tingkat L abupaten

YASE MENCGAIURAN BT RA AN

ARSI

heustangw

1Corl yig idoh putie
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PO A0 v ook b s
M Al bt i Rlvacans e atat dhoss b B g abh Koo W' Ry an
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CATATAN KEJADIAN KHUSUS DANATAU KEBERA TAN SAKSI
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Rekapitulasi Tingkat ] Kecamatan [ Perwakitan LN [ Kabupaten/Kota (| Provinsi | Nasional
Kecamutan/PREN-"} : Lasem

Kabupaten'Koto-2) : Rembang
ProvinsiNegara-*) * Jawa Teagah
Ienis Pemilu :[ ] Presiden dan Wakil Presiden | DPR [1prn

M DPRD Provinsi [ ] DPRD Kabupaten/Kota *<)

Daerah Pemilu . et b A e o SN LT
Kejadian Khusus/pernyataan keberatan oleh Saksi *) schagai besikut:

Partai Kebangkisan Bangsa

- Desa Sendangeoyo TPS 6

(6)Mubammad Dhuba Aniqul Wafa semula | menjadi
Suara Partal sermuln 2 menjadi |

Partai Keadilan Sejahtern

- Desa Sendangeoyo TPS 6
(2)Slamet semula 0 menjadi 1
Suara partai semula | mengadi 2

- Desa Karangwuri TPS 8
{5)Sutoyo semula 1 menjadi
(6)Suparmi semula O menjadi |

Pemberulan di Sirekap

Partai Kebangkitan Bangsis
(6)Muhammad Dhuha Aniqu! Wafa semula 287 menjadi 286
Jumlah suara sah partai semula 2463 menjadi 2462

Partai Kcadilan Scjahtera
(2)Slamet semula 93 menjadi 94
(3)Sutoyo semula 13 menjadi 12
(6)Suparmi semula 19 menjadi 20
Jumlah svara sah partai semula 2719 menjadi 2720

Partai Solldaritas Indonesia

«  Desa Sendangcoyo TPS 5
(1)Susanto semula 0 menjadi 2
(2)Mohammad Flidayat semula 2 menjadi 0

Pembetulan di Sirekap:
(1)Susante semula 107 menjadi 109
(2)Mohammad Hidayat semula 144 menjad) 142

Partai Gerindr

- Desa Sumbergirang TPS 16
(4)Ssmoyo semula | menjadi
(6)Endra Yuliznto semula 0 menjedi |

Pembetulan di Sirekap:
(4)Sismoyo s¢mula 93 menjadi 92
(6)Endra Yulianto semula 31 menjadi 32

Purial Hanura

- Desa Sumbergirang TPS |
(2)Agus Susilo Adi semula | menjadi 0
(3)Muchammad Nur Hidayat semula 0 menjadi |

Pembetulan di Sirckap:
(2)Agus Susilo Adi semula 212 menjadi 211
(3)Muchammad Nur Hideyat semula 136 menjadi 137
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/
Partai Demokrat
Desa Sumbergirang TPS 16
Suara partai semufa | menjudi 0
{1)Kartika Sukawati semula 0 menjadi |

Pembetlan di Sirekap:
Suzra partai semuli 375 menjadi 374
(1)Kartika Suknwati semule 694 menjadi 695

Partai Persatuan Pembangunan
= Desa Sumbergirang TPS 6
{3Muchammad Busiri semula 0 menjadi 1
(4)Zaenal Arifin semula | menjadi 0

= Desa Soditan TPS 11
Sunra partai semula 0 menjadi $
(DRaudlatul Jannah semula § menjadi 24
(2)Ubardillab semula 24 menjadi

Pembenulan di Sirekap:
Suara partai semula 559 mernjadi 564
(3Muchammad Busiri semula 101 menjodi 102
(4)Zaenal Arifin semula 49 menjadi 48
(1Ravdlatul Jannah semula 4518 menjadi 4537
(2)Ubaidillah semule 84 menjadi 60

Parai Golongan Karya

< Desa Soditan TPS 12
(5)Ayu Norma Pribadi semuls | menjudi 0
(6)Munasir semula 0 menjadi 1

Pembetulan di Sirekap:
($)Ayu Norma Pribadi semula 37 menjadi 36
(6)Munasir semula 24 menjadi 35

Panai Gelombang Rukyal Indonesia

- Desa Karangturi TPS 2
(2)Rumiati seemvula | menjadi
(3)Untung Supriyad: semula O menjadi 1

Pembetulan di Sirekep:
(2)Ruminti semula 22 menjack 21
(3)Untung Supriyndi semuka 13 menjadi 14

Parta: Garuda
- Desa Karangturi TPS 2
Suara partai semuls | menjodi 0
{I)Ahmad Badrawi semuln 0 menjadi |
- Desa Sendangasri TPS 4
(2)Nike Hardiana semula 0 menjadi |

(3)Asep Hidayat semula | menjadi 0

Pembetulan di Sirckap:
Suars partai semula 20 menjadi 19
(NAhmad Badrawt semula 16 menjadi 17
(2)Nike Hardinna semula 3 menjadi 6
(3)Ascp Hidayat semula 4 menjadi 3
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CATATAVREIADIAN KL SES DANATAL REHERATANSARS
REKAPTELLASE HASH PENGHITUNGAN PEROLEHAN SEARA
PEMILIEHAN CMUNTTARIECN 2024

S obamitialas Tinghin | Kecamimun Perwubdun LN Mk;&hup.l e Aota . Provins Iy
sovanmttan PRS-
subwpsten hoaots * Remirany
Provined Neza ") Fwir Tengst
fenrs Pemilu B Presidendan Wakil Presidon PR D
| DPREY Provises DPRTY Kabhupaten Kota * %)

Dacrah Pemdu

weoadian Nhisus peroy ataan bebezotan elol Sakse * ) sebagas ekl

Caksi Paston 0% Gdak herhenan menamdatangant Bera Acars dan Sertfibal Kekagntalas: Hlast Penehionmo
Peralchan Susra Pasangan Calun Pressden dan Waki!l Preswden dan setiap kecamatan ditam wilayal Laboga
Pemmiliban Ugnum Tahun 2024 (MODEL L HASH. K ABRG 'PW )

Mo alogon oSt @eafilani KU tidoe Somo. cly Facayihulas,
Jany gosien L e

SAK

P.n.ﬂ/

SO0 e v aaaly it
Al teadapat ®ocsadio K oaiine dicatan om o & teme o ol Kotnw M1 Meothan
Apanis seridumat Kebyratan Sahsd Gloatm oler Saboa an Soasdutane s bonania Aol Sab

Pleme Lerhuba Do phauegan Ponvghaan Soars

ada Nima B sabupm

il idudy tordapant Ao A Rwsn s e et ataa AcAvonie e bl s Mahntu ST e Lol

RPL Kabupaton Mombang

LAPORAN KINERJA DIVISI HUKUM PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2024




CATATANKEIVIAN RIS S BAN A TAUKERI RATANS ARSI
REKAPITULASE DASTE PENGEIIESGAN PERODEIANST ARY
PENMILI AN USICANT T AN 2020

Rehapifabia Tkt Recarmaan | Pervakilan [N gx whpazen o L Provies) __ Nasoral
Kecamamn BRESN-2 Kadierri
Kabupulen hata *y Remban 2
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lents Pesnilu [g Prosichen dan Wak i Preandey UPR | pPD
| DPRT: Provone UPRE nabanaton Kot **)

[racruh Pemii
Kegadun Khosus pernvataan Keberatan olch Sahs * ) scbapan berit

Penggona Hak Palih dalam DP |
Semuly  Jaki-laky 13600, perempuan (08919
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Rekaprulas: avahar
Kecamatan BRENS3
Kabopaten ko)
Provinst Negirin-"+

femis Permalu

CATATANREIADIAN RHESES DAN A TAL KEHERATANS ARSI
RERKAPITULASE HASIL PENGIHTENGAN PEROPEMANSEARY

L] Kecamatan

Pamola
Rambang

Lwa Tengah

Presacden dan Wkl Py
| DERDY Frovins

PENTELIEEAN EARE M TANUN 2024
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NDPK
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CATATANKEIADIAN RIESUS DANATAU REBERAULANSARS!
REKAPITULASE HASIL PFENGHITUNGAN PEROLEHANSLARA
FEMIEIEAN UMESE TAHEN 2004

Kekapdulas Tmuhst ) Reeamatan | Perwakitan LN gk.uh poren hosd | Provans Nas hoal
Ruocamatan BREN-2 Paww
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Pebetulan d Sirchap,

PPTH

Semula : laki-loke 74, perempuon K1 ol 153
Menjadi  laki-laht 71 perempuan 82 otal 156
DPK

Semula - laki-laks 43, perempunn 49, total 92
Menpade - Jaki-laki A3 perempuoan 48, 1otal ¥

Sudah tesselesaikan pada rekap tnekat kabupaten
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DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
TINGKAT KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Kabupaten Rembang Tempat Balai Kartini Rembang
Provinsi Jawa Tengah Hari/Tanggal Rabu - Kamus , 28 - 29 Feh 2024
Pukul 09.00 Wib s/d Selesal

Peserta PPK Se Kabupaten Rembang e
No 1 Nama Peserta PPK ‘ Tanda Tangan
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Rembang, 28 Februarl 2024
Ketua,
Komisi Pamilthan Umum
RKabupaten Rembang

W-AKATEBAL FAHMI
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DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
TINGKAT KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Kabupaten  Rembang Fempal Balm Kartim Rembang
Provinsi Jawa Tengah Har'Tanggal Rabu ~ Kamis , 28 - 29 Feb 2024
Pukul 0900 Wib s/d Selesm
£ E B = A — g
Peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten Rembang A8 Neprmh =024
| No Nama Peserta 1 Utusan landa Tangan

> L ATIP PPP P MuHp|

. ‘wa\nduw ‘j” An D?D P Munpi ng

4 >¢)’A’}U"\d‘“ ,Af\drmgn e /ﬁ)? Havky %;‘

}l | TN LeSymn Wm"u«wkuzf \a\rcakw)a‘- ‘&\ 7

IS ‘-‘—0{ | § &Qk}lﬂlu P—ewba.t

Zh, MO Mgy | Buml  Quw :

'7 ‘ Kacsg oo l E«.\(ytsbu bec. %_\y\_hj =

8 ﬁfﬁﬁk’&dsme\&h \ Cevoaslu ﬂ}ﬁ —
2 Gmdy Guc | Cdom - -

" Nusap Guvtons | Do ] f%—

H Fl‘itf’! kwmq P I)q\\) T - ,i '

251 SHup Demo\cva+

B Supa AT 0P Ty YAIN |
e ey W P T# Fed |
 POpING DR RO
6| Mg CAMI
TN e ‘ pe

5 Mhwsd fadar b | pkb

LAPORAN KINERJA DIVISI HUKUM PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2024



D prean ¢ Cieenginr %4
12| Py Sermmde D edol Lar y
L Suartepo RPO: ~— N,
2 oon A ¥ coLEAR /1) Z%/df ‘

B tauri LA Golka.

5[ El, Yk | Golear s
» | Dagso (Bollese_ :
% [ Nfammony’

27. %

P |Negr otk P
0 Ve Sews |
W (e, (R,

3. Mg M

o A. !Z-"w:y_ Atisryenteo

34. 'Y e v

NS G W

3s. P Ohars |

6 Mid Hewin

37. @wJ g f

2% MUhanM 2. Adi Lt

P Imanamod pakuis e |

40. %w Q'

41, o

42, y
43, |

T

45

46. -

LAPORAN KINERJA DIVISI HUKUM PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2024



Rembang, 29 Februari 2024
Ketua
Komisi Pemilihan Umum
Kabupatéo Rembang

M.IKXIEBAL FAHMI
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DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
I'INGKAT KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Kabupaten | Rembang
Provinsi Jawa Tengah

Peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten Rembang

No Nama Peserta
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Rembang, 29 Februan 2024

Ketua
Komisi Pemilihan Umum
Kabopaten Rembang

MARNTOBAL FAHMI
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v
DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
TINGKAT KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
Kabupaten ' Rembang lempat Bala Kartini Rembang
Provinsi Jawa Tengah Han/Tanggal Rabu - Kams | 28 - 29 Feb 2024
Pukul 09.00 Wib s/d Selesai
Peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten Rembang
| No N Nama Peserta Utusan Tanda Tangan
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Rembang, 29 Februarn 2024
Ketua,
Komisi Pemilihan Umum
Kabupmes Rembang

M.IKA IQBAL FAHMI
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CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILU
TAHUN 2024 (BUKTI PK-5 PHPU TAHUN 2024)
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SK TIM PENYUSUN KETERANGAN PHPU TAHUN 2024 BAWASLU
KABUPATEN REMBANG

("3BAWASLU

KARUPATEN REMBANG

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS FEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
NOMOR: S8/HK.01.01/K.JT-22/03/2024
TENTANG

TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM (PHPU) BAWASLU KABUPATEN REMBANG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUFATEN REMBANG

Menimbang : a. Bahwa untuk mengefekiifkan pola penyusunan kKelerangan
fertuls Persefisihan Hasll Pemfiban Umum df Marsamah
Konsiitus bagl Bawasiy Kabupaten Rembang sebagaimana
dimaksud dafam Peraturan Sadon Pengawas PemBhan
Umum Nomor 22 Tabun 2010 tentang Tatacara Pembearian
Ketetangan oafam Persefisihan Hass al Mahkamah
Konstitusl. (Berta Negama Repudiik indonesia Tahun 2010
Naomor 871) sebagamana diubanh dengan Peraturan Badan
Pengawas Pemillhan Umum Nomar 10 Tanhun 2023 tentang
perubahan atas Peraturan Sadan Pengawas Pemithan
Umumn Nomor 22 Tabun 2010 tentang Tatacara Pemberian
Keterangan dalan  Persefisihan Hasd dl | Mahkamah
Konstitusl. (Berta Negama Repudik indonesia Tahun 2023
Nomor 700) ciperiukan m penyusun keterangan lertulls
PHPU,

b Bahwa berdasarcan Meputusan Bawasiu Repubik indonesia
Nomar VHKION2024 lentang Pelunjuk  Teknis
Penyusunan Keterangan Tertulas datam Perselsihan Hasi
Pemilhan Umum d Mahkamah Konsifiusi, sebefum
metakukan panyusunan kKeterangan feriufls PHPU, Pengawas
Pemiky membentuk m panyusun kederangan tertulls PHPU,

<. Banwa bergasarkan pertimbangan huruf a. hunsf b fersebut
dipandang periu menstapkan Keputusan Badan Pengawas
Pemishan  Umum Katbwpaten Rembang tentang Tim
Penyusun Keterangan Terulls Perselishan Hasl Pemilhan
Umum {PHPU) Bawasiu Kabupaten Rembang.

Mengingat : 1. Ungang-Uncang Nomoe 7 Tahun 2017 lentang Pemiiban
Umum ssbagaimana diubah dengan Undang-Undang Namor
7 Tanun 2023 Entang Penctapan Peraturan Pemerintah
Penggant! Undang-Undang Nomar ' Tahun 2022 tentang
Perutghan atas Uncang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
fentang Pemithan Umum menjadl  Uncang-Undang
(Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tabun 2023 Namor
54, Tamabahan Lembaran Negaa Repudlik Indonesia
Nomoar 6363),

2. Pemturan Fresklen Nomor 00 Tahun 2010 tentang
Kedudusan, Tugas, Fungst, Wewenang, Organisas|, dan
Tata Kerfa Sekretanat Jenderai Badan Pangawas Pembhan
Umum, Sekretarial Sadan Pengawas Pemiihan Umum
Provinsi, Bekrelarat Badan Pengawas PemBiban Umum
KabupatervKota (Lembaran Negara Repubiik Indonasia
Tahun 2010 Nomor 141),
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KESATU

3. Peraturan Badan Pengawas Pemithan Umum Nomor 1
Tahun 2021 tentang Orgarsasi can Tata Kerja Sekretariat
Jerderal Badan Pengawas Pemiihan Umum, Sekretariat
Badan Pergawas PemBhan Umum Provins!, Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Xabupaten®ota, dan
Sewvetarial Fanllla Pengawas Pemiihan Umum Kecamatan
(Berfia Negara Repubiik Indonesta Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemifhan Umum Nomor 3
Tahun 2022 lentang Tata Kerjla dan Pola Hubungan
Pengawas Pemlihan Umum. (Berfia Negara Repubik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

3. Peraturan Badan Pengawas Pem#ihan Umum Nomor 22
Tahun 2090 lentang Tatacara Pemberian Keterangan datam
Perseisihan Hasdl ol Mahkamah Konsttusl. (Sertta Negara
Reapubtk Indonesia Tahun 2018 Nomor 071) sebagamana
aglutan dengan Paraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomar 10 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan
Badan Pengawas Pamgihan Umum Nomor 22 Tahun 2010
lentang Tatacara Pemderian Keterangan dalarn Persefisihan
Hasti ¢l Mahkamah Konsttusl. (Berfia Negara Repubik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 700

1. Keputusan Bawasiu Repudii Ingonesia Nomor
THK/K10Y2024 tentang Pehmjuk Tewnis Penyusunan
Keterangan Tertuls dafam Perselisihan Hasdé Pemliban
Umum di Mahkamah Konstituse

2024 perinal pembentukan Tim Penyusun Koterangan Tertuls
Perselisihan Hasll Pemiihan Umum (PHPU) Sawasiu
Kabupaten Rembang.

. KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMM

KABUPATEN REMBANG TENTANG TiIM  PENYUSUN
KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM (PHPU) BAWASLU KABUPATEN REMBANG

. Menunjuk Ketua, Anggota, dan Sesvelariat di Ingkungan Badan

Pengawas Pemilhan Umum Kabupaten Rembang sebagal Thn
Penyusun Helerangan Teriufs Perscitsihan Has# Pemiihan
Umum (PHPU) Bawasiu Kabupaten Rembang dengan susunan
s=hagaimana tercantum datam Lampiran yang tidak terpisahian
dari kepidusan Ing

. Keputusan inl berfaku ssjak tanggal atetapkan, dengan kelentuan

apabia dikemudian han temyata ferdapat kekelruan  akan
diadakan perbakan sebagamana meslinya;

Detelapkan di | Rembang
Pada Tanggal : 2Maret 2024

- -“-» m

LAPORAN KINERJA DIVISI HUKUM PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2024



Lampian - Surad Neputusav! Nedus Banasiy
Kabupaten Rembang

SUSUNAN

SUBUNAN TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM (PHPU) BAWASLU KABUPATEN REMBANG

No | Nama Jabatan Kedudukan dalam
Tim
1 Pengarah dan Penanggung Jawab
Ketus Bawasu Koordinator
1. | TOTOX SUPARYANTO
Kabupaten Rernbang FPengarah
Anggola Sawasiu Fengarah dan
2 M KHASANUDDN
Kabupaten Rembang Penanggurng Jawab
Anggota Bawasiu Pengarah
3 MDD MUTTAQIN
Kabupaten Remmbang
Anggola Sawasiu Fengarah
4 | MUHAMMAD BAYANUL LAIL
Kabupaten Rembang
Anggota Bawasiu Pengarah
5. | NIEROSU ROHID
Kabupaten Remnbang
N | Ketua dan Wakil Ketua
1. | RATNA WIDYAWAT! Koordinatar Sekrotariat Ketua
N | Sckretaris
Bendahara Pengeluaran | Seurslaris
1. | PURNOMO
Pembantu
iV | Anggota
1. JALFIN BAHRLU ROHMIKA Stat Pelaksana Teknis Anggola
2. | HIMAWAN PRABOWO Staf Pelaksana Teknis Anggota
3. | M. FACHRUDIN Siaf Pelaksana Teknis Anggota
4 M AGUS MUSTHOFA Siaf Pelaksana Teknis Arggota
2 | HIDA HIXKMA DINI Siaf Pelaksana Teknis Argpota
0. | WUKUH FEBRIMANDOXO Stat Pelaksana Teknis Arggola
7. | ARFIYAN NUGROHO Siaf Pelaksana Teknis Anggota
& M JAMALUDIN Staf Pelaksana Teknis Arggota
5. | GHEA AJRINA FADILA Siat Pelaksana Teknis Argpola
10. J DEWI ASTUTI Siat Pelaksana Teknis Arggola
Diledapkan dl - Rembang

Pada Tanggal - 2 Maret 2022
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PERMOHONAN PHPU 2024 PPP

oiresiva oam Pemohon

1 Rabu

Tewgel - 27 Maret 2029

S 10,0650 ASLI

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
(Centesd Board of llnoud Developnest Party)
Jakarta, 26 Maret 2024
Kepada Yang Mulla

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Jalan Mecan Merdeka Barat Nomor &
Jakarts Pusat

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Kome Pemilibon  Umum
Nomoe: 360 Tahun 2024 teatang Penetapan Hasil Pamilihan Umum
Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakian Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Proving, Dan Dewan Perwaklan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Secara- Nasional Dal wnilihan Umum Tahun 2024 yang L
diumumkan pada han 1S, tanggal 20 Maret 2024 pukut 22.19
WIB, sepanjang Hasil Pemilibar Limism:

1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Repubik Jndonesis (DPR RI)
Tahun 2024, pada Daerah Pemdinan Jawa Tengah 111, Provinst
Jawa Tengah (Konversi 7T 4%);

2) Anggota DPRD pada Dazrah Pemilihan Kabupaten Rembang 2,
PFrovinst Jawa Tengah,

Yang bertanda tangan dibawah Inl:

1. Noma . H. MUHAMAD MARDIONO
Alamat ¢ Jalan Diponegoro Namor 60, Menteng Jakarta
No telepon/HP . Nomor Telepon 021-31936228, Nomor Faksimili:
021-31926164
Emael t {
Jabatan ;P Ketua Umum Portal Persatudn Pembangunan
2. Nama . H. M. ARWANI THOMAF1
Alamat ¢ Jalan Diponegaro Nomor 60, Menteng Jakarta
No tekepon/HP : Nomor Telepon 02131936228, Nomor Faksimili:

021-31928164
Ema b

bertindak untuk dan atas nama Partal Persatuan Pembangunan selaku peserta
Peribhan Umum tahun 2024 berdasarkan seputusan Pemildizn Umum Nomor 552
Tahun 2022 tentang Perubahian Atas Keputissan Komist Pemilihan Umum Nomor 519
Tahun 2022 tentang Penstapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilitian Umum
Anpgota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dowan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partel
Politik Lokal Aceh Peserta Pemilthan Umum Anggotn Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
dan Dewsn Perwakilan Rakyat Kabupaten | Kola Tahun 2024 (SN KPU Nomor 552
Tahun 2022). Dengan Inl telah memilih domisii pada kartor kuasa hukumnys dengan
memberikan kuasa penuh dengan hak substitusi balk sebagan maupun selurhnyy
kepada:

Shokeh Amin SH. M.HUm

Erfandi, SH., MH.

Jou Hasyim Waimahing, SH., MH.
Tien Abdul Halim, 5., MH

Gugum Ridha Putra, SH. MM,

Andi Irwanda Ismunandar, SH., MH
Akhmad Leksono, SH.

M. Zainul Arfin, SH., MM,

9. Muallim Bahar, SH,

10, Bakas Manyata, SH., M.Kn.

11. Moch. Ainul Yagen, SH,, MH,

12. Bambang Wahyu Ganindra, SH., MH.
13, Ardre Bam Sagalane, SH,, MH

14, Tgba! Tawaxkal Pasaribu, SH., MH
15. Muhdan Anshari, SH.

16, Your Arafat, SH.

17. Teten Masduki, SH

18. Muhammad Sahid, SH.

19. M, Igbal Sumarian Putra, SH., MH,
20, Dnarma Rozak Azhar, SH, MK

21. Dega Kautsar Pradana, SH. M.Si (Han)
22. Aldy Syabadiilah Akbar, SH., MH.
23, Irfan Maulana Myharam, SH.

24, Fatvre Nugroho, S

25, Sutisnto, SH,

26. Farah Fahmi Namakule, SH,

27. Abdul Basir Rumagia, S,

28, Muhammad Ridwan Pene, SH

29, H. Chairul Fand, SE, SM, M.

30. Muslimin Mahmud, SH

T O P

Kesomuanys Para Advokat yang tergabung dalam Lembaga Advokasi dan Bantuan
Hukum Partai Persatuan Pembangunan (LABH PPP) yang beralamat di Jafan
Diponeore Namor 50, Meateng Jakarta, berdasarkan Surat Xuass Khusus testanggal 20
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Maret 2024 (Foto Copy Terlampir) dokumen aslinya terfamplr pads Permohonan Daesah
Pemilihan DKT Jakarts balk secara bersama-sama maupun sendir-sendin, untuk
Selanputnya disebut sebagal PEMOHON;

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, yong berkedudukan di Jalan
Imam Bonjol Nomor 29, Jakarts Pussl untuk selanjutnyd osebut sebagai
TERMOHON;

Pemohon dengan il mengajukan Permehonan  Pembatalan Keputusan Koms
Pemilihan Umum Nomar: 360 Talun 2024 tentang Penetapan Hasll Pemdhan Umum
Presiden Dan Wokil Presden, Anggota Dewan Perwakdan Rakyat, Dewan Perwakitan
Daerah, Dewan Perwakiian Rakyat Daerati Provins,, Dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah  Kabupsten/Kots Secara Nasionz! Dalam  Pemibhan Umum  Tahun 4
(" Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 20247 yang dumumban peda hari &
tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIS, sepanjang Hasd Pemdition Limum Anggota
Dewsn Perwakilan Rakyst Republik Indonesa (DPR RI) Tahun 2024, pada Daeran
Pamilikan Jawa Tengah 111, Provinst Jawa Tengah.

Sehelum menguraikan petitum permohanan (4, Perkenankan Pemphon mengurmikan
Kewsnangan Mahkamah Konstitus, Kedudukon Mukum (lepal Standng) Permoban,
Tenggang Waki Pengajuan, dan Pokok Permahonan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

L. Eahwa bercasarkan Ketentuan Pasal 24C ayst (1) Undang-Undang Dasar Negara
Repubdk Indonesia Tahun 1945 (QUD 19457, Malkamah Konsunus berwenang
mengadil pads tingkal pertami dan terakhic yang putusannya bers<at final, antasa
o salah satunya untuk, “mestus perselsitan tentang hasi permitan wint;

2. Bahwe berdasarkan Ketentuan Pasal 10 39t (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentong Mahkamah Xorsutusi sebsgoimana terakhie divhah dengan
Undang-Undang Namor 7 Tahun 2020 tentang Perubshan Ketiga Atas Undary)-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, disebitkan Mahkamah
Konstitusi berwenang mengacll pads tingkat pertama dan temihir yang putusannys
nemt"nm salah satunys untuk “iemvdis perseliscian tentang s Pemiia

3. Balwa selamutiya, dalam Ketentusn Pasal 20 ayst (1) huruf d Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (" Undang-Undang Nomor
48 Tahun 2009), juus ditegaskan biwa Mahkamah Konstitusi berwenang
mengadill paca tingkat pertama dan teeakhir yang putusanrya bersifat fnal urtuk,
stiah satunya pada hurie o * memutus persedsiuan tentang hasi pemian wnmr’;

4. Bahwa sejolan dengan itu, Ketentuan Pussl 474 ayat (1) Undang-Undang Nomar 7
Tahwe 2017 tentang Pemiliban Umum {* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

penghitungen pevolan suard kel KU kepads Mahkamah Konstitus!™. Ketentuan
Pasal 473 menyatakan * Axselshan penvtapan perolehan suara Rasy Pemily anggota
OPR, DFD dian DPRD S6cara nasiond meipxts peeseisinan penelanan perolehan suam
yang dapat mempengarndy perokehan ks Peserta Pemil

. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahikamah Konstituss Namor 2 Tahun 2023
tentang Tats Beracara Delam Perkars Persefisihon Hast Pemilitan Umum Anggots
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pecwakdlan Rakyat Daeral (selanjutny: dsebut
PMK 2/20%3), objex datam perkara PHPU Angoota DPR dan DPRD adalah Keputusan
KPU tentang penetapan perolehan sunra hasil Pemdu anggota DPR dan DPRD secarn
nasionsl yang memengaruhl perokehan burs Pemohon dan/atau terpilihivs calon
anggota DPR RI Dasrah Pemikhan Jawa Tengah 111 dan calon anggota DPR RI
Da=ran Pemilhan Jawa Tengsh VI

“

6. Bahwa Objex Permonanan Pemohon adalan mengenal Pembatalan Keputusan Komis:
Pemdihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 teatang Penetapan Hasil Pemiihan Umum
Presden Dao Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilen Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakian Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Persalalan Rakyat
Daarah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Femilihan Umum Tahun 2024 yang
diumumbkan pada hae Kams, tanggal 20 Maret 2024 pukisl 22.19 WIS, Tahun 2024,
sepanjang HasH Pemiihan Umum:

1) Anggota Dewsn Perwakilan Rakyat Gepubiik Indonesia (OPR RI) Tahun 2024,
pada Dasrah Pemilihan Jawa Tengah I11, Provinst Jawa Tengah (koaversi PT 4
%);

2) Moomhz DPRD paoa Daerah Pemllingn Xabupaten Rembang 2, Provinsi Jawa
Tengah.

/. Bahwa oleh xarena objek yang dimohonkan Pemohon dalam permohanannys
merupakan bagian dan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilings,
maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitus pelas berwenang
mengadilt permohonan & guo.

I1. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

& Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 74 avat (1) hruf ¢ Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003, Pemohon adalah Partal Poltik Peserta Pemiliban Liwm, Pemohon
dtetapkan sebagal Peserta Pemdu Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Pemddihan
Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi
Pemilhan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penstapan Nomar Urut Pana|
POl Peserta Pemilinan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan
Parwakitan Rakyat Daerah dan Partal Palitik Loka! Acen Peserta Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwaskilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyst Katxipaten
/ Kota Tahun 2024;

9, Bahwo bardasackan Pasal 3 ayat (1) hurf a PMX Nomor 2 Tahun 2023, Pemohon
merupakan Partal Politik Peserty Pemily untuk pengisian keanggotaan DPR dan
CERD. Pemaohon dirugican oleh Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang diterbitkan
Termohon, khususiye sepanjang Hasil Pemditian Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rikyat Republis [ndonesia (DPR RI) Tahus 2024, sepanjang Hast Pemiihan Ui
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Anpgota Dewan Peewakilan Rakyat Reputiik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pads
Daerah Pemiliban Jawa Tengah 111, Provnst Jawa Tengah, déarenakan Termohon
tiah menetapkan parolehan suasa Pemohon secars kelinu yakni terdapat sejiamial
perolehan suars milik Pemchon yang berpindah kepada Partai Garuda,

10, Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) hura! & dan Pasal 1 ayat (1) buraf b dan band
d PMX 2/2023, “emohon dilam petcars PHPU anggota DPR dan DPRD adalah
perseofangan  calon  anggota  OPR,  DPRD  Provins/DPRA,  DPRD
Kabupaten/Xata/OPRK dalam satu Parti Poiiti/Partal Poldik Lokal Ketua Lmum dan
Sekretaris Jenders! atau sebutan lainnys dan Partal Politik/Partai Politik Lokal yang
bersangkutan, Pemohon adaih Partal Postik dan Partal Persaban Pembangunan
aalam hai i dan PLT Xetua Umiem dan Sekretars denderal Partal Persatian
Pembangunan Nomor Uit 17, sebageimana Keputusan Komus: Pemdhan Umum
Nomgs 552 Tehun 2022 Tentang Perubianan atas Keputusan Komist Peendiban Umum
Nomge S91 Tahun 2022 Tentang Peretapan Nomor Urut Partai PolitiPessrts
Pemilhan Umum Anggota Dewan Perwakian Rakyal dan Dewan Perwakilan Rakyat
Deersh dan Partai Poltk Lokal Aced Peserta Pemiliban Umum Anggota Dewnn
Perwakiian Rakyat Kabupaten/Xota Tahun 2024,

11.Bahwa bergasarkan Keputusan Komés) Pemdinan Umum Nomar 360 Tahun 2024
tentang Penetapan Hasil Pemilibhan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggots
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Peiwakilan Daerah, Dewan Perwakian Rakyat
Daerah Provinst, dan Dewan Peswakilin Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secarn
Nasional dadam Pemditian Umum Tahun 2024, Yang d umumkan pada hari Rabu,
@nggal 20 Maret 2024, Pukul 22.15 WIR, Pemahon sdalah Peserta Pamily dan atau
Pertai Politk dan atau salah satu calon anggata DPR RI Dapil Jawa Tengah LI dan
calon anggota DFR RE Dapll Jawa Tengah VI dan partai politik Partal Persatuan
Pembangunan

12.8ahwa berdasanan uraian tersebut o stas, Pemobon memilik kedudukan husum

(legal stanavog) untuk mengajukan permohonan Pembataian Keputizsan Komis

Pemilihan Umum Noenar: 380 Tahun 2024 tertang Penetapan Hasit Pemdihan Umum

Presiden Dan Wald! Pregiden, Angoota Dewan Perwakian Rakyat, Dewan Perwakitan

Daerah, Dewan Pervaidan Rakyat Daerah Proving, Dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Xabupaten/Kota rn Masional Cialarn Pemdihan Umum Tahun 2024 yang

daumumkan pada hari tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang

Hasd Pemilihan Umum ;

1) Anggota Deawan Perwakilan Rakyat Repubik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada
Daerah Pemilihan Jawa Tengan I11, Provine: Jawe Tengah (kanverst PT 4 %);

2} Anggota DPRD pada Daerah Pemilinan Kabupaten Rembang 2, Provinsi Jawa
Tengah.

II1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1

-t

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) huruf b Undang-Ungang Namor 24 Tabun
2003, Pasal 474 ayat (2) UU Pemily, dan Pasal 7 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2023
ditegaskan batwa permononan parseiishan hasd pemibhan umum Anggots DPR dan
DPRD depat disjukan datam Jangka wakty palng lama 3 x 24 (bga kall dua puluh
empat jam) sejak penetapan perolehan suar hasll Pemilu Anggota DPR dan DPRD
secara nasional oleh Termohon;

14. Bahwa Komisi Pemiliban Umusm mengumumkan Kepubusan Komisi Pemilitan Umum
Nomoe: 360 Tahun 2024 tentang Penirtioan Hasd Pemilihan Umum Presiden Dan
Wakil Presden, Anggeta Dewan Perwakdan Rakyat, Dewan Perwakdan Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provics, Dan Dewan Perwakilan Hakyat Daerah
Kabupaten/Xota  Secars | Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang
fdumumkan pada han . tanggal 20 Maret 2024 pukul 22,19 WIB,
sepamang Hasil Pemilihan Urmum ;

1) Anggota Dewan Perwakian Rokyat Repubdk Indanesia (DPR R1) Tahun 2024,
pada Daerah Pemilitan Jowa Tengah {1, Provinsl Jawa Tengah (komwersi FT 4

%);
2) .:ngg:‘a DPRD pada Daersh Pemilhan Kahupaten Rembang 2, Provinst Jawa
engah,

15. Bahwa Pemohon mendaftarkan Permolionan Pembatalan otas Keputusan Kamist
Pemiliban Umum Nomaor: 360 Tatun 2024 tentang Penstapan Hasil Pemilihan Umuen
Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwaidan Rakyat Daerah Provinsl, Dan Dewan Perwakéan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilitan Umum Tahun 2024 pads
hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 Pukul 19.51 WIB.

16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permofionan Pemohon yang diajikan
ke Mahkamah Konstitusi masih delam t=nggang waktu sebagaimana ditentukan
oleh peraturan perundang-undangan,

IV. POKOK PERMOHONAN

A. PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA (DPR RI) TAHUN 2024 PADA DAERAH PEMILIHAN JAWA
TENGAH III PROVINSI JAWA TENGAH (KONVERSI PT 4%);

“PRAKTIK PEMINDAHAN SUARA PEMOHON UNTUK PEMILU ANGGOTA
DPR PADA DAERAH PEMILIHAN JAWA TENGAM III, PROVINSI JAWA
TENGAH SECARA TIDAK SAM KEPADA PARTAI GARUDA*

| 7.Babwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, perolehan suara
Pemohon secara nasional ditetapkan sebagal berkut:

TABEL 1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON

NO__ PARTAIPOLITIK  PEROLEHAN SUARA | PERSENTASE

Partal Persatuan
1 | pembangunan 5.878.777 3,67%

Berdasarkan keputussn tersebut, Pemohon beak memenuhi persyaratan ambang
batas paremen (Parflamentary Treshold) sebesar 4%, sehingga terdapat sefisih
kekurangan suara sebesar 193,088 (seratus sembilan pulub tiga koma
delapan delapan) suara atau setara dengan persentase sebesar 0,13 % (nol
koma tiga belas persen).

M
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18, Bahwa persandingan perolehan suarz Pemohon dan Partai Garuda terdapat
perbedaan antara versl Penghitungan  Termobon dengan versi  Pemohon
khususnya paca 35 (tiga puluh lima) dapi! tersebar i 19 (sembidan beles) proving:

19. Bahwa salah satu dapd tempat terjad| perpindahan suara tersebut adalah pade
Deerah Pemilihan Jawa Tengah 111, Provinsi Jawa Tengah sebaqai barikut:

TABEL 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOWON DAN PARTAI
GARUDA PADA PADA DAERAN PEMILINAN JAWA TENGAH ITL
PROVINSI JAWA TENGAH MENURUT VERSI TERMOHON DAN

VERSI PEMOHON
PEROLEHAN SUARA PEROLEMAN SUARA |
ol e PARTAL ppP PARTAT GARUDA —
veRst VERS! vERs! l VERST
| S TERMOMON _PEMOHON  TERMOMON | FEMOHON
JAWA TENGAH ]
(| AWATNGH [ amen 148008 a1M l » ! 6075

Batwa pada Daerah Pemilihan Jawa Tengall 1T, Provinsi Jawa Tengah o atas terjad|
perindahan susra Pemohon (PPP) kepads Partai Garuda sebanyak 6.075 (enam
fbu tujuh puluh ma) svara diakbatkan oleh kesslahan penghitungan oleh
Termohon, selingga perolehan Partal Garuda yang semula sebesar 99 (sembilan
puluh sembilan) suara bectambah secara tidak sah menjath sebanyak 6,174 (enam
ribu seratus tujuh puluh empat) suara. Oleh ksrenanya Perolehan suars Pemotion
yang semuf sebesar 145.008 (seratus smpst pulh Uma nbu delapan) suara
berkurang secara tdak sah menjadl 138933 (seratus tiga puluh delapan ribu
semivtan ratus t9s puluh tiga) suasm.

20. Bahwa perpindahan suara Pemohon secara tidak sah kepada Pactal Garuda tersebut
terus berlanjut dan tekut hingge rekapitulast tingkat nasional sebagaimana
dwwm dafam Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang dismumian /v
poda han , 1anggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, Bahwa atas perpindahan
suara tersebut Pemohon telah melakukan kebemtan ke Dawasks proving pada Dapil
tersetit. Atas dasar ity terdapat cukup dasar dan atsan bukum bagl Mahkamah
untuk mengabulkan permohonan Pemahon dan menetapkan perokban suara yang
Denar menurut versl Pemahion,

B. PENGISIAN CALON ANGGOTA DPRD DAERAH PEMILIHAN REMBANG 11

TELAH TERJADI DUGAAN PENGGUNAAN SURAT SUARA YANG TIDAK
SESUAI DENGAN KETENTUAN SEPANJANG UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH
DAPIL REMBANG 11

21. Bahwo Komisi Pemilihan Umum (KPU) menstapkan rekapitulas hastl Pemdu dengan
Keputusan Komisi Penwiihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penatapan Hasi!
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat
Caerah Prowns, dan Dewan Perwakilan Rakyat Dserah Kabupaten/Kota secara

NOTIONE dalsm Pemiinan Umum Tahun 2024, yang dumumkan pada har Rabu,

tanggal 20 Maret 2024, pukut 22.19 WIB (Vide Bukti P-1);

1) Sahwa aca dugaan teish terjadi pefanggaran dan yang Makukan TERMOHON
dalam peryelenggarman Pemungutan Suara & TPS 13 Desa Selopuo
Kecamatan Lasem Pravinsi Jaws Tengoh;

7) Bahwa adanys peenilih luar wabupaten Rembang bermama SURAKIIO
beratamat di Desa Karaban, Kecamatan Gabius, RT 3 RW 6 Pab, dengan nomes
NIX : 3318110706780007, yang menggunasan hak plih & THS 13 Desa
Selcpura Kecamatan [asem Kab Rembang pada kira iors fam 10.12 WIS, Yarg
bersangkutan mendapatkan kma surat sunra yalty suest suara Presiden, DPR.
RI, DPD R, DPRD Proving & DPRD Kabupaten. Sementara dia tidak terdaftar
di DT, DPTB maugan DPK dI TS 13 tersebut (Bukts P-4);

3)  Bahweo menurut Pengakuaan Sukargo, dia datang ke TPS 13 membawa KTP,
dengan niat untuk menggunaken Hak Silibaya di Presiden dan Wakil presiden
saja, tetapl ol KPPS, saudara Sukatio mengakul membubuhian tanda
tangan dalsm daftar hader pemilih. xemudian di berikan oleh petugas KPPS 5
surat suara, Selanjutrya saudata Sukarjo masuk ke bk suars, kemudian &
masukan ks kotak suara masing masng;

4)  Bahwa seharusnya sautara SURAKIIO bdak dapat memilih di TPS 13 Dess
Selopuro Kecamatan Lasem Xab. Rembang sesusi keteatuan KEPUTUSAN
KOMISI PEMILINAN UMUM NO 066 TAHUN 2024 . BAB II, TENTANG
PEMUNGUTAN SUARA DI TPS PADA BAGIAN B PELAKSANAAN - POIN
PEMILIH HAL 32. ~ 35 DAN 3 PELAKSANAAN PEMBERIAN SUARA HAL
40. (Bukti P-1)

5) Behwa KPPS TPS 13 Desa Selopure KecLlasem Xab.Rembang tidak
meaksanakan ketetuan KEPUTUSAN KOMISI PEMILINAN UMUM NO
066 TAMUN 2024 . BAB 11, TENTANG PEMUNGUTAN SUARA DI TPS
PADA BAGIAN B PELAKSANAAN - POIN PEMILIN HAL 32. — 35 DAN
3 PELAKSANAAN PEMBERIAN SUARA HAL 40 oleh kareny ity dapat
dilsksanakan Pemungutan Suara Ulang sesual ketentuan UU No 7 Tahun 2017
Tentang Pemdy pade Pasal 372 Ketentuan pelaksanast pemungutan suars
ulang (PSU) thatur dalam Undang-Undang Nomar 7 Tahin 2017 tentang
Pemilu, Berdasarkan Pasal 372 U1 No 7 Tohun 2017 tEntang Pemily, berikut
adatah sejumiah syarat dilaksanasan PSU,

(1) Pemungutan susra i TPS dagat dulang spabila teradl bencana afsm
canvatau kerusuhon yang mengakibatkan hasi pamungutan ssea tidak
Sapat digunakan atau pengf tungan suara tidak dapat dilakukan.

(2) Pemungutan suara di TPS wib divkang apabila darl hasil peneitian dan
pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapet kesdaan sebagal beriut.

4, Pembukaan kotak suaran  danfetau  berkas pemungutan  dan
penghitungan suary tidak dilbkukan menund tata cara yang
Oitetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
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b. Petugas KPPS memints pemilit memberkan tands khusus,
menandatangani, alau menulskan nama stsu alamat, pada surst
Sura yang sudah ggunakan;

C Petugas KPPS merusak letih dan satu surat sunra yang sudah
digunakan pleh pemiin sehingga surat suara tersebut memadi tirak
sah, dan/atau;

d. Peendih yang hdak memitks kartu tands penduduk elektronik dan
udak tercaftar di daftar permiliby tetap dan daftar pemiln tambalhian

8)  Sehubungan dengan pefanggaran  yang  dilkukan  penyelenggars
mengakibatkan kelebhan pengpurasn surat suars pengisian keanggotaan
DPAD Kabugaten Rembang Dapll 2 yang dan selanjutkesalanan penetapan
rexapitulasi hasi Pemilu olehy KPU & Dapd tersebut, Dewan Pimpman Pusat
(DFF7) Partai Persatusn Pembangunan yang saat ine dipimgin oleh H, Muhamad
Mardiono selaku PIL Ketua Umim can MM, Arwani Thome!| ssiaky Sekretaris
Jenderal DPP Partal Persatian Pembanguran memutuskan untuk mengajukan
penrahonan Perselishan Hasll Pemdhan Umum (PHPU) ke Mahkamah
Konsttus: Republik Indonesia,

TELAH TERJADI PERISTIWA KOTAK SUARA DIBUKA KEMBALI DI TPS 4
DESA KARANGTURT KECAMATAN LASEM TANPA DIBUAT BERITA ACARA
KEJADIAN KHUSUS DAN TIDAK DISAKSIKAN OLEH SAKSI PARPOL

KRONOLOGIS KEJADIAN PELANGGARAN DI TPS 4 DESA KARANGTURI

KECAMATAN LASEM KAB.REMBANG

1) Bahwa telah terjadi Kotak Suara Yang Telah Di Segel Di Buka
Kemball. XOTAK Suara di TPS 4 Desa Karang Tun sudah di kirim ke balal ke
balal desa, dalam keadzan tersegel,

1) Ternyata ada suarat suara DPR RI yang tertinggal di luar kotak
suara,

3)  Kemudian suarat suara di bungkus plastic (kresek) terus o bawa ke
Dalas dess karang tun, Kemudian XOTAK suara di Buka Segeinya oleh petugas
KPPS, tanpa membuat Berita Acara kejadian Khusus | keberatasn saksi.

4)  Waktu pembukaan segel kotak suara tidak di saksikan olek masing
masing SAKSI peserta pemilu.

5]  Pembongkaran di lakukan di balai desa Karang Turd dengan dalil teah
salah memasukan dokomen atau surat susra sah dan tidok sah yang ada
didaiam katak tersebut, sedangkan menurut prosedur bahwa pembukaan
sepul satelah dan TPS hanis Glakukan pada saat Rekapiinas di tingkat
kecamatan, Jika hal Itu lensti maka KPPS harus mengsl Form
KEJADIAN/KEEERATAN SAXSE, tetaps Form ity tdak ada di TPS 04, artinyz
disini pelanggaran telah dilakukan oleh penyelenggara, (Bukt Rekaman
Anggota KPPS)

6) Poda ssat Rekapitulasl tingkat kecinatan telah di sampasan oleh s3lah satu
saks! bahwa perbuatan tessebut termasuk melanggar prosedur, tetapl oleh

Penyelenggara di sskesaikan dengan tidak melalul proses adminstrative.
Dengan kata lain saksi ol beritahy bahwa pembukaan segel ini tdak ape apa,
tanpa member kesempatan kepada saksi untuk membuat keberatan kejsdian
khusus.

7). Paoa Pengakuan dan Anggota KPPS 04 Karangtun melalyl Whatshap (kamis,
22 Februarl 2024) batwa segel dibika antuk menasikan Surat suars sah dan
tidak s3h yang tertiggat dan belum amasukan datam kotak surat suasd. (Bukb
P-6);

B)  Bahwa yang dilakukan KPPS TPS 4 Desa Karang Turl Kec.Lasem Kab.Rembang
tu dapat dilaksanakan Pemangutan Suara Ulang sesuai ketentuan UU No 7
Tahun 2017 Tentang Pemilu poda Pesal 372 Ketentuan pelaksanaan
semungutan suarz wang (PSU) distur datam Undang-Undang Nomar 7 Tahun
2017 tentang Pemily. Berdesarkan Pasal 372 UU No 7 Tahun 2017 tentang
Pemiu, berikut adalah seumist syarat dilaksanakan PSU,

(L) Pemungutae susr2 @ TPS capat diulang apabiia terjadi bencana alam
dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara bidak
dapat digunakan atau penghitungan suara tdak dapat ditakukan,

(2) Pemunguian suara di TPS wapb diviang apabiia dan hasi paneltan dan
pemeriksaan pengawnas TS torbukt terdapat keadaan sebagal berikut.

4. Petibukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan  dan
penghitungan  suara tcak diakukan menund tats cara yang
ditetapkan dalom ketentuan peraturan perundang-undangan;

b, Petugas KPPS memnts pemidh membenkon tonda  khusus,
merandatangani, atau menuksikan nama atau pemnt, pads sut
suars yang sudah digunakan;

C Petugas KPPS merusak lebih darl satuy surat suara yang sudah
digunakan oleh pemibh seningga surat suard tersebut memjadi tidak
sah, dan/atau;

d. Pemilih yang tdak memilikl karty tanda penduduk elektronik dan
tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftor pemiléh tambaban

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG MEMPENGARUMI
PEROLEHAN KURSI DI DAPIL REMBANG 2.

72, Bahwa pelaksanaan PSU dapat mempengaruhi perolehan suara Pemahon yang denar
dan berpengarut pada perolehan kursi anggots DPRD Kabupaten Rembang Daerah
Pemilhan Rembang 2 berdasarkan Berta Acara dan Sertifikasl Perhitungan
Perolelian Suara Partal Politk dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang
(Bukb-p-5) »

Fermaton menieleskan penghitunasn perpishan sudra dan ranglinyg kurss
Ut Tevmaoian lanys pads DAPIL yang dimohonkas secara kngka
daiam Lade) of bawah iy

Tabel ... PEROLEMAN SUARA DAN RANGKING PEROLEHAN KURSI
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB. REMBANG
DI DAPIL REMBANG 2 MENURUT TERMOHON
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|
| GKURSI SUARA |
[ T HanORA 8126 g
\, 2 | PKB 1778 |
’__3__ GERINDRA 6820 |
4 | PDIP | 5779
L5 | DEMOKRAT L 5%
[ 6 | NASDEM | 48y =
7 | ppp 4414
' 8 | GOLKAR 4100
9 ;s 3528
Keterangan Tabeal
L. Kuota Kurs! Anggota DPRD ¥Kab, Rembiang di Dapd Rembang 2 adaiah
sabanyak 6 kurs,

2. Sefsih Scara Partal Masdem yang mendapat kurs teraihir dengan 9292
di dapil Rembang 2 sebanyak 23 suara.

23, Berdasarkan fakta-fakta diatas, maka sudah berslesan hukum Yang Musa hakim
Mahkakamh Konstitusi RT memutuskan pelzksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU)
pads TPS 013 Desa Selopuro dan TPS 4 Desy Karang Kitri di wiayah Kecamatan
Lasemn Kabupaten Rembang Provinst Jawn Tengah;

Z4. Sehubungan dengan pelangoaran yang dlakukan penyelanggara Dewan Penginan
Pusat {DPP) Partas Persatuan Pembangunan yang 5aat i dipimpin oleh H, Muhamac
Mardiono selaky It Ketua Umoen dan MM, Arwane Thomafi selaku Sekretaris
Jenderal DFF Parts Persatuan Pembangunan memutuskan untuk mengajukar
permohonan Persefsihan Hast Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahiaman Konsttusi
Repubik Indonesia,

V. PETITUM

Bergasarkan selurub urdinn sebagavnona tersebut di atas, Pemohon memobon
kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengatutizan putusan sebogal berikut:

L. Meagabiulkan permotonan Pemohan untuk selurubnya;

2. Membatatican Keputusan Koenis| Peaiban Umum Nomior: 360 Tahun 2024
tertang Penetapan Hasd Pemilihan Umum Presiden Dan Walksd Presiden, Angoota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakitan Rakyat
Daeroh Provirsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupsten/Kots
Nasional Daiam Permilihan Lmum Tatun 2024 yang divmumkan padi mm /t"
t2nggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilifan Umom:

1} Anggota Dewan Pecwskilon Rakyat Republik Indenasia (DPR RT) Tahun 2024,
peda Daerah Pemilihan Jawa Tengah [II, Provinst Jawa Tengah (konverss PT
4 %),

2) Anggota DPRD pada Daerah Pemiiiben Xabupaten Rembang 2, Provinsi Jawi
Tengah.

3. Memerintzhhan kepada Komisi Pomillhan Umum untux Menetapkan Hasil
Peroiehan suara Pemohon dan Partai Garuda yvang banar untuk Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Repubik Indoness (DPR RI) Tatuw
224, paca Daerah Pemilihan lawa Teagah ITT, Proving Jawa Tengah (Konvers
PT 4%) sebagai berikut;

‘ - PEROLEHAN SUARA
| v PARTAI POLITIK YANG SENAR
|1 Partal Pen(apt::‘: ::nrr):banwmn 145.008
2 PatmGande | %

4. Mementahkan kepada Termonhon untuk melasanakan Pemungutan Suara Ulang
TPS 013 Desa Selpurn dan T9S 004 Desa Karang Tur Keamatan Lasem
Kab.Rembang sepanjang Capll Rembang 2 untuk pengisian Calon Anggota
DPRD Kab. Rembang Provinsi Jawa Tengah;

5. Memerintahbkan kepada Komisi Pemilian Umum untuk melaksanakan putusan
ni.

Aty apabda Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adiinya
(2x 3eguo &t Dono).
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